MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.02/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN,
DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara,;

b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan,
penelahaan, dan penetapan alokasi anggaran bagian
anggaran bendahara umum negara dan pengesahan
daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum
negara dengan perubahan kebijakan penganggaran
bagian anggaran bendahara umum negara, perlu

menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara
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perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan
pengesahan  daftar isian pelaksanaan anggaran
bendahara umum negara sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Bendahara Umum Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775);
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN,
PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum

negara.
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Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian
anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian
anggaran kementerian negara/lembaga.

Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut Indikasi
Kebutuhan Dana BUN adalah indikasi dana dalam
rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang
penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN.

Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah
indikasi dana yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan hasil penilaian Indikasi
Kebutuhan Dana BUN.

Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN
adalah pagu anggaran BA BUN yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai
dasar penyusunan rencana dana pengeluaran
bendahara umum negara.

Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran
BUN adalah pagu alokasi anggaran BA BUN yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu)
tahun anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah
dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang
memuat rincian kebutuhan dana baik yang
berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan
dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah
pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna
anggaran BUN.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum

Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah
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11.

12.

13.

14.

dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang
merupakan himpunan RKA BUN.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah
unit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.

Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang
bertanggung jawab atas program BA BUN dan
bertindak untuk menandatangani daftar isian
pelaksanaan anggaran BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah
pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA
BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah
atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga
yang memperoleh penugasan dari Menteri
Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal
dari BA BUN.

Daftar Hasil Penelaahan Rencana  Dana
Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah
dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat
alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi,
dan program yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Anggaran.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA
BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang
disusun oleh KPA BUN.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP
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16.

17.

K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat
Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern yang
bertanggung jawab langsung kepada
menteri/ pimpinan lembaga.

Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai
dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi
eselon I atau unit kementerian/lembaga yang berisi
kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan
indikator kinerja yang terukur.

Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit
eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu
kementerian/lembaga yang berisi komponen
Kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan

indikator kinerja yang terukur.

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal
dari BA BUN, Pengguna Anggaran BUN menetapkan
PPA BUN.
PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko sebagai:
1. PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian
Anggaran 999.01);
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2. PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian
Anggaran 999.02); dan

3. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain
tidak terbatas untuk pengeluaran
keperluan pembayaran kontribusi fiskal
pemerintah dalam bentuk dana dukungan
kelayakan (viability gap fund), dan fasilitas
penyiapan proyek (project development
facility);

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang
Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri
(Bagian Anggaran 999.02); dan

2. PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05);

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai:

1. PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
(Bagian Anggaran 999.03); dan

2. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain
tidak terbatas untuk penerimaan dari hasil
pengelolaan aset Pemerintah yang dikelola
oleh pengelola barang, dan pembiayaan
anggaran;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai:

1.  PPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman
(Bagian Anggaran 999.04); dan

2. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain
tidak terbatas untuk pengelolaan
pembayaran, belanja jaminan sosial,
belanja selisih harga pembelian beras oleh
Pemerintah kepada Bulog, perhitungan
fihak ketiga, serta pendapatan dan belanja
yang terkait dengan pengelolaan kas

negara;
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e. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai:
1. PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi
(Bagian Anggaran 999.07);
2. PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
(Bagian Anggaran 999.08); dan
3. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99), antara lain
tidak terbatas untuk pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak terkait
pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan
panas bumi; dan
f.  Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN
Pengelolaan  Transaksi Khusus (Bagian
Anggaran 999.99), antara lain tidak terbatas
untuk pengeluaran keperluan hubungan

internasional.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN
untuk masing-masing KPA BUN yang berada
dibawahnya sebagai dasar penyusunan RKA BUN.

(2) RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun dengan menggunakan pendekatan sistem
penganggaran yang terdiri atas:

a. penganggaran terpadu;
b. penganggaran berbasis kinerja; dan
c. kerangka pengeluaran jangka menengah.

(3) Penyusunan RKA BUN dengan menggunakan
pendekatan kerangka pengeluaran  jangka
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dikecualikan untuk penyusunan RKA BUN
alokasi BA BUN terkait dana cadangan.
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Penyusunan RKA BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang yang
terdiri atas:

a. penyusunan fungsi dilakukan untuk level
kementerian negara/lembaga;

b. penyusunan Program dilakukan untuk level
PPA BUN yang mencerminkan kebijakan
pemerintah;

c. penyusunan Kegiatan dilakukan untuk wunit
KPA  BUN atau satuan  kerja yang
mencerminkan penjabaran dari Program atau
penugasan tertentu kementerian
negara/lembaga; dan

d. penyusunan keluaran (output) yang merupakan
barang/jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf ¢ dapat  Dbersifat lintas
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau
lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disusun sesuai dengan:

a. pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN; dan

b. tata cara penyusunan RKA BUN dan
RDP BUN,

dengan dilengkapi dokumen pendukung.

Pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan

penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pedoman kerangka pengeluaran jangka menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

s
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ni.

(9) Tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal

yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A
Dokumen perencanaan, penelaahan, dan penetapan
alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN
dapat ditandatangani secara elektronik oleh masing-

masing pihak sesuai kewenangannya.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40
Ketentuan mengenai petunjuk teknis yang diperlukan
antara lain tidak terbatas pada penyusunan
fungsi/Program/Kegiatan/keluaran (output) dalam RKA
BUN, pemutakhiran format DIPA, dan pelaksanaan tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran dalam proses
perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN, dapat

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Lampiran I dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran V dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 808

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. Dasar Hukum

Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau

BA BUN merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan.

B. Dasar Pemikiran
1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, Presiden selaku
kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian
dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan
Lembaga di tingkat pusat dan diserahkan kepada Gubernur/

Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah.
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Dibandingkan dengan peran menteri/pimpinan lembaga lainnya,
Menteri Keuangan mempunyai peran berbeda/ganda dalam hal
kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai
pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah
Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia,
sedangkan setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya
adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan. Sesuai prinsip tersebut, Menteri Keuangan
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara
secara nasional (pengelola fiskal), sedangkan menteri/pimpinan
lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang).

Adapun tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah
sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan rancangan APBN Perubahan;

c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

e. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah
ditetapkan dengan undang-undang;

f.  melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan {fiskal
berdasarkan ketentuan undang-undang.

Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut
terlihat dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan
antara kewenangan administrasi oleh menteri/pimpinan lembaga dan
kebendaharaan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan administrasi
antara lain meliputi:

a. melakukan  perikatan atau  tindakan lainnya  yang
mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara;
b. melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan
kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sehubungan dengan

realisasi perikatan tersebut; dan
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c. memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang
timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, kewenangan kebendaharaan antara lain meliputi:
a. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan anggaran negara;

b. menyimpan uang negara;

c. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan
investasi;

d. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara,;

e. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama
pemerintah;

f.  memberikan pinjaman atas nama pemerintah,

g. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara,

h. melakukan pengelolaan atas pemberian hibah kepada
pemerintah daerah, pemerintah asing, dan lembaga asing; dan

i.  melakukan pengelolaan atas pendapatan hibah.

Selain melaksanakan peran-peran tersebut, Menteri Keuangan
juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang
dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran,
dengan rincian sebagai berikut:

a. menilai wusulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang
disampaikan oleh masing-masing PPA BUN;

b. menghimpun dan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana
BUN yang telah dinilai kepada Menteri Keuangan untuk
ditetapkan menjadi Pagu Indikatif BUN;

c. menyampaikan Pagu Indikatif BUN yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar penyesuaian
Indikasi Kebutuhan Dana BUN;

d. menghimpun Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah
disesuaikan dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;

e. menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai
dasar penyusunan RDP BUN;

f.  melakukan penelaahan RDP BUN yang telah ditandatangani oleh
pemimpin PPA BUN;
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g. menghimpun hasil penelaahan RDP BUN sebagaimana
dimaksud pada huruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai
bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan Undang-Undang
mengenai APBN dan APBN-Perubahan;

h. menyusun DHP RDP BUN berdasarkan RDP BUN yang telah
disesuaikan dengan Alokasi Anggaran BUN vyang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

1.  memproses pengesahan DIPA BUN yang telah ditandatangani
oleh pemimpin PPA BUN, termasuk untuk DIPA BUN dan Surat
Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA
999.08) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN,
masing-masing PPA BUN juga melakukan hal tersebut terhadap
usulan yang disampaikan oleh KPA BUN. Dalam hal ini, penilaian
dilakukan dengan melihat hubungan logis, yaitu melihat ada atau
tidaknya hubungan atau keterkaitan antara input-output-outcome.
Misalnya, apakah terdapat hubungan logis antara aktivitas yang
diusulkan dengan output yang ingin dicapai. Apakah output yang
akan dicapai mendukung pencapaian outcome. Secara spesifik,
apakah indikator output dapat mengukur ketercapaian output itu
sendiri. Demikian pula, apakah indikator outcome dapat mengukur
ketercapaian outcome. Jika hubungan logis tersebut dinilai tidak
terlalu kuat, PPA BUN dapat meminta KPA BUN untuk memperbaiki,
termasuk memperbaiki besaran nilai yang diusulkan.

Mengingat penyusunan kapasitas fiskal dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini Direktorat Penyusunan
APBN), terkait dengan penyusunan BA BUN koordinasinya juga
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).

Sebagai catatan, hal yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini fokus pada tata cara perencanaan, penelahaan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BA BUN.
Oleh karena itu, hal yang terkait dengan pelaksanaan anggaran

BA BUN tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.
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Ruang Lingkup Bagian Anggaran BUN
Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan yang sekaligus

merupakan Pengguna BUN melaksanakan pengelolaan anggaran

yang tidak dilakukan oleh K/L pada umumnya. Anggaran yang
termasuk dalam Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01), yang
selanjutnya disebut BA 999.01 adalah subbagian anggaran BUN
yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan
pembayaran kewajiban terkait Pinjaman Luar Negeri (PLN),
Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri atas Surat Utang
Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),
Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan pembayaran cicilan pokok
utang, bunga utang, dan biaya lain terkait utang, yang pagu
anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/L.

Jenis BA 999.01 terdiri atas:

1) pembayaran bunga utang dalam negeri;
2) pembayaran bunga utang luar negeri;
3) pembiayaan utang dalam negeri; dan

4) pembiayaan utang luar negeri.

b. Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02), yang
selanjutnya disebut BA 999.02 adalah subbagian anggaran BUN
yang menampung pemberian hibah kepada pemerintah daerah,
biaya hibah terkait dengan pendapatan/belanja hibah (antara
lain banking commision), pengelolaan atas belanja hibah kepada
pemerintah asing/lembaga asing, dan pengelolaan pendapatan
hibah. Pemberian hibah kepada pemerintah daerah sebagai
wujud dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem
pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hibah daerah
diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memperhatikan
stabilitas dan keseimbangan fiskal. Hibah dari Pemerintah
kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme
APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dengan sumber pendanaan dari penerimaan dalam negeri

(rupiah murni), hibah luar negeri, serta pinjaman luar negeri.
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Dalam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi

dan untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah

memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah

daerah, yang antara lain terdiri atas Dana Perimbangan,

Pinjaman Daerah, dan Hibah Daerah.

Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03),

yang selanjutnya disebut BA 999.03 adalah subbagian anggaran

BUN yang dikhususkan untuk mengelola Investasi Pemerintah.

Beberapa jenis BA 999.03 antara lain sebagai berikut:

1) Penyertaan Modal Negara (PMN)
Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan kekayaan
negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan
atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Perseroan Terbatas
lainnya, dan dikelola secara korporasi. Termasuk dalam hal
ini adalah penyertaan modal organisasi/lembaga keuangan
internasional dan lembaga khusus yang dibentuk dengan
Undang-Undang.

2) Dana Bergulir
Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang
dialokasikan oleh K/L atau satker Badan Layanan Umum
(BLU) untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi
pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
(KUKM) dan wusaha lainnya yang berada di bawah
pembinaan K/L dalam penanggulangan kemiskinan,
pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

3) Kewajiban Penjaminan
Yang dimaksud dengan Kewajiban Penjaminan adalah
alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi
kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian
Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai APBN beserta perubahannya pada tahun
anggaran berjalan.

4) Investasi Pemerintah (Reguler)
Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah
penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka

panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan
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investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Proses pengelolaan investasi pemerintah meliputi seluruh
proses perencanaan investasi, proses pelaksanaan
investasi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
investasi, pengawasan serta divestasi yang bertujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum.
5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional adalah bagian dari anggaran pendidikan yang
dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya
menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana
cadangan pendidikan, dengan sumber dana yang
disalurkan bersumber dari PNBP hasil pengelolaan investasi
atas endowment fund, yang dilakukan oleh BLU Pengelola
Dana di Bidang Pendidikan.
Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04),
yang selanjutnya disebut BA 999.04 adalah subbagian anggaran
BUN yang mengelola pinjaman Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar
kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
BA 999.04 dalam pengalokasiannya dirinci berdasarkan
pengguna dana atau penerima atau debitur pemberian
pinjaman.
Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (BA 999.05), yang selanjutnya disebut BA 999.05 adalah
subbagian anggaran BUN yang melaksanakan pengelolaan
transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan bagian dari
belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pengelolaaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa:
Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian Belanja
Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah
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diserahkan kepada daerah dan desa. Transfer ke Daerah dan

Dana Desa meliputi:

1)

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa:

a) Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri atas:

(1) Dana Transfer Umum adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah
guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat
DBH adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu dari pendapatan negara
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

ii. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya
disingkat DAU adalah dana  yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah
dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

(2) Dana Transfer Khusus adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan
tujuan untuk  membantu mendanai kegiatan
khusus, baik fisik maupun nonfisik yang
merupakan urusan daerah, yang terdiri atas:

i.  Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya
disingkat DAK Fisik adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus fisik yang
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merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.

ii. ~Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang
selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah
dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus nonfisik yang
merupakan urusan daerah.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan
tujuan untuk memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di
bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan
pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Dana Otonomi
Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN untuk  membiayai
pelaksanaan  otonomi  khusus suatu  daerah,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dana
Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus
Provinsi Aceh, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua,
Dana Otonomi Khusus Papua Barat, Dana Tambahan
Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi
Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam
rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk

penyelenggaraan  urusan  keistimewaan = Daerah
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Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), yang
selanjutnya disebut BA 999.07 adalah subbagian anggaran BUN
yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk
memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang
dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian
rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Belanja subsidi terdiri atas belanja subsidi energi dan belanja

subsidi nonenergi.

1) Belanja subsidi energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau
lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan
Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied
Petroleum Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan
usaha mikro, serta tenaga listrik sehingga harga jualnya
terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2) Belanja subsidi nonenergi
Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan
atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan
barang/pelayanan publik yang bersifat nonenergi sehingga
harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang
membutuhkan.

Pada postur APBN, komponen belanja subsidi dirinci
sebagai berikut:
I.  Subsidi Energi
1. Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3
Kg; dan
2. Subsidi Listrik.
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II.  Subsidi Nonenergi
1. Subsidi Pupuk;
2. Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO, terdiri
atas:
a) PSO Kepada PT. KAI;
b) PSO Kepada PT. PELNI; dan
c) PSO Kepada Perum LKBN Antara.
3. Subsidi Bunga Kredit Program, antara lain:
a) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E);
b)  Risk Sharing KKP-E;
c) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan
Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP);
d) Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR);
e) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
(KUR);
f)  Subsidi Bunga Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM);
g) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS);
h) Skema Subsidi Resi Gudang;
) Subsidi Bunga Kredit Perumahan;
J)  Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
dan
k) Subsidi Bunga untuk Air Bersih.
4. Subsidi Pajak
a) Subsidi Pajak Penghasilan; dan
b) Fasilitas Bea Masuk.
Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang
selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN
untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
pusat/daerah. Peruntukkan BA 999.08 terdiri atas:
1) Belanja Dana Cadangan dan Risiko Fiskal
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban

pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi
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dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian
target nasional.

2) Belanja Lembaga Non Kementerian
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan
non kementerian yang belum mempunyai BA sendiri.

3) Belanja BUN
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan
sebagai BUN.

4) Belanja Tanggap Darurat
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara
yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.

5) Belanja Tidak Terduga dan Darurat/Tak Terencana
Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria
angka 1 sampai dengan angka 4.

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99),

yvang selanjutnya disebut BA 999.99 adalah bagian anggaran

yang menampung transaksi khusus dan kontribusi sosial.

Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999.99 yang diatur dalam

Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain

dalam rangka:

1) Dukungan kelayakan (Viability Gap Fund) dan {fasilitas
penyiapan proyek (Project Development Facility)

Pengeluaran Project Development Facility (PDF) atau fasilitas
penyiapan proyek adalah pengeluaran yang dilakukan
untuk membiayai pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek
sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk
mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan
skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
PDF bertujuan untuk menyelaraskan dan/atau
mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas oleh Menteri
Keuangan untuk proyek KPBU dan membangun standar
kajian dan/atau dokumen penyiapan proyek dan/atau
pelaksanaan transaksi. PDF melingkupi proyek KPBU

prioritas dan proyek KPBU lainnya dengan jenis fasilitas
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meliputi penyiapan proyek dan/atau pendampingan

transaksi.

Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam

bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang

diberikan terhadap proyek KPBU oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan
dan kekayaan Negara. Dukungan Kelayakan merupakan
upaya untuk mendukung penyediaan infrastruktur dengan
skema KPBU. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah
tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek

Kerja Sama layak secara finansial.

Secara prinsip, Dukungan Kelayakan bertujuan untuk:

a) meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama
sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan
Usaha pada Proyek Kerja Sama;

b) meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja
Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja
Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang
direncanakan; dan

c) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui
infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh
masyarakat.

Dukungan Kelayakan merupakan belanja negara yang

diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama

atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Proyek

Kerja Sama. Biaya konstruksi meliputi biaya konstruksi,

biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas

pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya-
biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya
terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan.

Pengertian porsi tertentu sebagaimana dimaksud di atas

adalah tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerja

Sama.

Pengeluaran Kerja sama Internasional

Transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional adalah

transaksi untuk pembayaran iuran  keikutsertaan

pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerja

sama internasional adalah bentuk hubungan kerja sama
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suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi,
budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan
tuyjuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk
kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus,
tujuan yang dicapai dari kegiatan kerja sama internasional
adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat
memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu
lintas ekspor dan impor, dan menambah devisa. Bentuk
kerja sama internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam
yaitu:

a) dilihat dari letak geografis regional internasional,

b) dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan

c) dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan.

Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional

adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia

dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran
ini terjadi karena dalam = prakteknya, hubungan
internasional dengan sebagian dari komunitas internasional
dalam berbagai bidang tidak selalu berjalan sesuai dengan
yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran

Perjanjian Hukum Internasional mencakup:

a) transaksi untuk melakukan penyelesaian
permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah
Indonesia di dunia internasional; dan

b) transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-
perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak
lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai
dari dana BA K/L.

Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang

Aset tetap yang dikelola oleh Pengelola Barang merupakan

seluruh aset tetap yang dalam pengelolaan Menteri

Keuangan selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam Laporan

Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus.
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Bagian  Anggaran  Pengelolaan  Transaksi  Khusus
(BA 999.99) Kontribusi Sosial
Bagian  Anggaran  Pengelolaan  Transaksi  Khusus
(BA 999.99) Kontribusi Sosial yang selanjutnya disebut
BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah subbagian
anggaran BUN yang di antaranya dikhususkan untuk
mendanai Belanja Kontribusi Sosial antara lain untuk
pengelolaan belanja pensiun, belanja tunjangan kesehatan
veteran, belanja asuransi kesehatan, dan belanja jaminan
kesehatan.
BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial dalam
pengalokasiannya dibagi menjadi sebagai berikut:
a) Anggaran Manfaat Pensiun (Belanja Pensiun)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai
dan pejabat di pemerintahan.
b) Jaminan Pelayanan Kesehatan
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
c) Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
(Jamkesmen)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan
bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur
dalam ketentuan terkait.
d) Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan
bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK,
Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan
Hakim Agung Mahkamah Agung.
e) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan

kerja bagi Aparatur Sipil Negara.
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f) Jaminan Kematian (JKM)
Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan
untuk menyelenggarakan program jaminan kematian
bagi Aparatur Sipil Negara.

6) Belanja yang Terkait Dengan Pengelolaan Kas Negara
Belanja yang dialokasikan untuk mengakomodir biaya-biaya
yang timbul akibat pengelolaan kas Negara.

7) Belanja Selisih Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah
kepada Perum Bulog
Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan
biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu
antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog
dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam
pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran Dberas
dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai
negeri sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk
fisik).

Dari transaksi-transaksi BUN yang ada, tidak tertutup

kemungkinan terjadinya perubahan transaksi dalam tahun

berjalan, misalnya adanya tambahan baru kebutuhan transaksi
khusus atau transaksi yang selama ini ada kemudian
dihilangkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Transaksi
khusus tersebut termasuk transaksi khusus pendapatan, antara
lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai, Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK) Pajak Rokok, aset yang berasal dari pengelolaan

DJKN, dan penerimaan PNBP yang dikelola DJA.

Ruang lingkup BA BUN dapat berubah sesuai dengan kebijakan

Pemerintah dan Kementerian Keuangan.

Posisi BA BUN dalam Postur APBN

Postur APBN dicerminkan oleh IFAccount APBN. Secara ringkas,
komponen-komponen IFAccount APBN meliputi pendapatan negara,
belanja negara, defisit/surplus anggaran, dan pembiayaan anggaran.
Posisi BA BUN di dalam I-Account APBN tersebar dalam Belanja
Pemerintah Pusat untuk non K/L, Transfer ke Daerah dan Dana

Desa, dan Pembiayaan Anggaran (lihat Tabel 1.1).
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Tabel 1.1
Postur APBN

Uraian

A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. PENERIMAAN HIBAH
B.SBELANJA NEGARA
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga (BUN)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BUN)
1. Transfer ke Daerah
2. Dana Desa
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D.SSURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (=A-B)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (BUN)
I. PEMBIAYAAN UTANG
II. PEMBIAYAAN INVESTASI
III. PEMBERIAN PINJAMAN
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN
V. PEMBIAYAAN LAINNYA

Sementara itu, untuk struktur Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sesuai Undang-Undang mengenai APBN diilustrasikan pada
Tabel 1.2.
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Tabel 1.2

Struktur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

I. Transfer Ke Daerah
A Dana Perimbangan
1 Dana Transfer Umum
a Dana Bagi Hasil
b Dana Alokasi Umum
2 Dana Transfer Khusus
a Dana Alokasi Khusus Fisik
1) DAK Reguler
2) DAK Penugasan
3) DAK Afirmasi
b Dana Alokasi Khusus Nonfisik

1) BOS

2) BOP PAUD

3) TPG PNSD

4) Dana Tamsil Guru PNSD
5) TKG PNSD

6) BOK dan BOKB

7) Dana PK2, UKM

8) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
B Dana Insentif Daerah
C Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

II Dana Desa

Struktur penyajian dan rincian Pembiayaan Anggaran sesuai

Undang-Undang mengenai APBN, meliputi:

a. Pembiayaan Utang terdiri atas Surat Berharga Negara (neto) dan
Pinjaman (neto). Pinjaman (neto) tersebut merupakan
penjumlahan dari pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman
luar negeri (neto);

b. Pembiayaan Investasi terdiri atas Investasi kepada BUMN,
Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya, Investasi kepada
BLU, |Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan
Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional, dan Penerimaan
Kembali Investasi. Investasi kepada BUMN berupa PMN kepada
BUMN, sedangkan investasi kepada BLU antara lain terdiri atas
dana bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN),

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Pusat Investasi
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Pemerintah (PIP), dan BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan
Internasional (LPDBI);

c. Pemberian Pinjaman  terdiri atas pinjaman  kepada
BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya;

d. Kewajiban Penjaminan terdiri atas Penjaminan Pemerintah dan
Penerimaan Pengembalian Atas Penjaminan Pemerintah.
Penjaminan Pemerintah antara lain terdiri atas Penugasan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional, Penugasan
Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN,
dan Penjaminan Likuiditas LPS; dan

e. Pembiayaan Lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA)
dan Saldo Anggaran Lebih (SAL),

diilustrasikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Struktur Penyajian Pembiayaan Anggaran

1. Pembiayaan Utang
1.1. Surat Berharga Negara (Neto)
1.2. Pinjaman (Neto)
1.2.1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
1.2.2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)
2. Pembiayaan Investasi
2.1. Investasi Kepada BUMN
2.1.1.
2.2. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya
2.2.2.
2.3. Investasi Kepada BLU
2.3.1. Dana Bergulir
2.3.2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)
2.3.3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
2.3.4. Pusat Investasi Pemerintah
2.3.6. BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional (LPDBI)
2.4. Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional
2.4.1. ...
2.5. Penerimaan Kembali Investasi
3. Pemberian Pinjaman
3.1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya
3.1.1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Bruto)
4. Kewajiban Penjaminan
4.1. Penjaminan Pemerintah
4.1.1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
4.1.2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada
BUMN
4.2. Penerimaan Pengembalian Atas Penjaminan Pemerintah
5. Pembiayaan Lainnya
5.1. Hasil Pengelolaan Aset
5.2. Saldo Anggaran Lebih
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Pendekatan Penganggaran dalam BA BUN

Sesuail dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, proses penganggaran menggunakan tiga
pilar penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran
berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Mengingat BA BUN merupakan bagian dari APBN, ketiga pendekatan
penganggaran tersebut juga berlaku terhadap penganggaran BA BUN.

Sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, alokasi
anggaran Program/Kegiatan harus dapat dikaitkan dengan keluaran
(output) atau outcome. Dalam hal ini, outcome diturunkan dari tugas,
sedangkan output diturunkan dari fungsi unit kerja yang dilekatkan
pada struktur organisasi. Artinya, distribusi alokasi anggaran
didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada
struktur organisasi. Dalam kerangka tersebut, penganggaran BA BUN
juga dikaitkan dengan kelembagaan BA BUN.

Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen
RKA-BUN, pengalokasian BA BUN dilakukan pula dengan
menggunakan klasifikasi jenis belanja dan pembiayaan untuk
mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis—jenis
belanja dan pembiayaan. Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam
penganggaran, meliputi klasifikasi menurut i) organisasi, ii
klasifikasi menurut fungsi, dan iii) klasifikasi menurut jenis belanja
yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
klasifikasi anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi
anggaran yang dimaksud Program adalah penjabaran kebijakan
kementerian negara/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misinya.

Untuk mencapai sasaran strategis nasional yang dalam
pencapaian sasarannya memerlukan keterlibatan para pemangku
kepentingan yang bersifat lintas sektor atau bidang, Program BA BUN
atau Kegiatan BA BUN dapat bersifat lintas.

Adapun Rincian Belanja Pemerintah Pusat Non-K/L (BA BUN),
meliputi:

a. Belanja Pegawai (antara lain dana pensiun dan kontribusi

sosial);
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b. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang;

c. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah;

e. Belanja Bantuan Sosial (khusus cadangan bencana alam); dan
f.  Belanja Lain-lain.

C. Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN
Mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN
secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga. Secara ringkas, mekanisme penyusunan dan penetapan

Alokasi Anggaran BUN disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN

Alur Proses Penganggaran (normal/terencana)

Unit terkait
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D. Struktur Kelembagaan Pengelolaan BA BUN

Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN dan
sebagai pemimpin Kementerian Keuangan saling bersinggungan. Namun,
berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan
sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan dalam

struktur kelembagaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan operasional BA Kementerian
Keuangan selaku K/L, Kementerian Keuangan mempunyai struktur

kelembagaan sebagai berikut:
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1. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran
Kementerian Keuangan;

2. Unit eselon I/unit eselon II/satker di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai
dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengenai organisasi K/L; dan

3. Pengguna Anggaran menetapkan rencana kinerja, sedangkan
KPA merupakan unit operasional yang melaksanakan rencana kinerja
yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Dengan demikian,
KPA bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dalam hal
capaian kinerja tersebut. Dalam hal ini, KPA adalah satuan kerja
(satker).

Sementara itu, berkenaan dengan pengelolaan BA BUN, Kementerian

Keuangan mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan adalah Pengguna Anggaran BUN;

2.  Unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai
PPA BUN. Sama halnya dengan struktur K/L, PPA BUN bertanggung
jawab atas program; dan

3. Instansi pemerintah (baik di lingkungan Kementerian Keuangan
maupun K/L lainnya) atau pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagai KPA BUN. Sebagai catatan, KPA BUN yang
dimaksudkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah KPA
BUN yang menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN. Dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan BUN, dapat dilaksanakan oleh
KPA BUN atau pihak lain yang mempunyai tugas melaksanakan
program dan kegiatan BUN maupun menyalurkan dana Alokasi
Anggaran BUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analog dengan kelembagaan BA K/L, KPA BUN juga sama dengan

satker dan bertanggung jawab atas kegiatan.

Sebagai contoh, struktur organisasi BUN tahun 2018 digambarkan
pada Gambar 1.2.
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Gambar 1.2

STRUKTUR BUN TA 2018
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Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki karakteristik
yang berbeda dengan struktur pengelolaan anggaran pada BA K/L pada
umumnya. Keunikan karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. dalam rangka menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran BUN,
Menteri Keuangan menetapkan PPA BUN yang merupakan unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

2. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN
untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam
penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RDP
BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;

3. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN
untuk menetapkan KPA BUN;

4. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk
menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri ini;

5. KPA BUN dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat pada unit di
dalam maupun di luar Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

6. penetapan Alokasi Anggaran BUN dapat dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula
ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Perbedaan karakteristik antara BA K/L dan BA BUN berakibat pula
pada perbedaan peran PPA dan KPA BUN. Secara struktur pengelolaan
anggaran, tidak terdapat PPA dalam BA K/L. Dalam BA BUN, PPA BUN
bertugas melakukan koordinasi dengan KPA BUN, antara lain dalam
rangka penyusunan RDP BUN. PPA BUN juga bertugas antara lain
menyusun laporan keuangan berdasarkan penggabungan laporan
keuangan tingkat unit akuntasi KPA BUN atau tingkat unit akuntansi PPA
BUN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN yang dikelolanya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PEDOMAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (PP 90/2010) disebutkan bahwa selain
menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan,
Menteri Keuangan menyusun RDP BUN. Selanjutnya, berdasarkan
Pasal 16 ayat (2) PP 90/2010 disebutkan bahwa pada awal tahun,
Pengguna Anggaran BUN dapat berkoordinasi dengan menteri/pimpinan
lembaga atau pihak lain terkait penyusunan indikasi kebutuhan dana
pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan
memperhatikan prakiraan maju dan aspek lain sesuai karakteristik
masing-masing BA BUN.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term
Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi
anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam Prakiraan Maju. Prakiraan Maju merupakan ancar-ancar atau
indikasi kebutuhan anggaran jangka menengah yang diperlukan untuk
mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam jangka menengah
tersebut.

Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur

dalam konteks perencanaan jangka menengah, yaitu:

T
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1. Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran (resource envelope)
sebagai batas atas pagu belanja untuk mendanai berbagai rencana
belanja pemerintah.

2. Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan
untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan.

3. Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut,
yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran
dengan  proyeksi rencana  kebutuhan = pendanaan  untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on going
policies).

Berbeda dengan KPJM untuk anggaran kementerian negara/lembaga
yvang memiliki arah kebijakan jangka menengah, KPJM untuk BA BUN
menghadapi tantangan berupa ketiadaan arah kebijakan jangka
menengah untuk sebagian komponen BA BUN dalam RPJM
2020-2024. Hal tersebut terjadi karena komponen-komponen dalam
BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Sebagian
program/kegiatan terkait dengan BA BUN bersifat ad hoc dan berlaku
pada tahun tertentu saja, yang disusun sesuai dengan kebijakan
Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian,
tidak semua komponen BA BUN dapat disusun prakiraan majunya,
seperti misalnya BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang
sebagian di antaranya berupa dana cadangan.

Dalam kondisi tersebut, penyusunan Prakiraan Maju BA BUN juga
beragam. Sebagian diantaranya disusun dengan menggunakan
perhitungan tertentu, seperti misalnya Prakiraan Maju untuk subsidi
energi, sebagian transfer ke daerah dan dana desa, dan pembiayaan
anggaran. Namun, perhitungan Prakiraan Maju untuk BA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), misalnya dilakukan
berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Dalam kerangka tersebut, penyusunan KPJM BA BUN disusun pada
level kegiatan, yang diusulkan oleh KPA BUN untuk kemudian dikompilasi
oleh PPA BUN. Selanjutnya, Prakiraan Maju BA BUN juga harus
dilakukan up-date atau dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini
sejalan dengan penyampaian RKA-K/L, dengan penjelasan sebagai
berikut:

1. pemutakhiran Prakiraan Maju yang pertama dilakukan pada bulan
Juli, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah

disusun pada tahun sebelumnya (pada saat penyampaian RKA-K/L
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Alokasi Anggaran (pagu APBN) atau RKA-K/L APBN Perubahan tahun
berjalan) disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini,
ditambah dengan kebijakan baru pada saat penyusunan RUU APBN
tahun yang direncanakan;

2. pemutakhiran Prakiraan Maju yang kedua dilakukan pada bulan
November, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang
sudah disusun pada saat penyampaian Pagu Anggaran pada bulan
Juli, disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini
ditambah kebijakan baru yang muncul pada saat pembahasan
RUU APBN dengan DPR;

3. Pemutakhiran Prakiraan Maju yang ketiga dilakukan pada saat
penyampaian RKA-K/L APBN Perubahan, merupakan pemutakhiran
besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada saat penyampaian
Alokasi Anggaran disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro
terkini ditambah kebijakan baru yang muncul pada saat pembahasan
RUU APBN Perubahan dengan DPR.

Selain itu, pemutakhiran Prakiraan Maju juga harus disesuaikan dengan

realisasi kinerja tahun sebelumnya, yang keluar pada bulan

Januari-Februari tahun berikutnya.

DASAR PERHITUNGAN KPJM BA BUN
Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam
RPJM 2020-2024 tidak disebutkan secara eksplisit arah kebijakan jangka
menengah untuk semua komponen BA BUN. Sasaran strategis yang
tercantum dalam RPJM tersebut antara lain hanya terkait dengan
kebijakan subsidi dan transfer ke daerah dan dana desa. Berkaitan
dengan itu, dalam rangka penyusunan KPJM untuk BA BUN, PPA BUN
dan/atau KPA BUN menyusun KJPM BA BUN dengan memperhatikan
usulan KPJM dari pihak terkait, serta dengan mempertimbangkan
realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, penyusunan KPJM BA BUN beragam sesuai
dengan karakteristik masing-masing BA BUN, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01)
KJPM Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) disusun
dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai
Strategi Pengelolaan Utang Negara (SPUN), yang memperspektifkan

pengelolaan utang negara dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan
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4 (empat) tahun. Jumlah akumulatif pengelolaan utang yang
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut selanjutnya
dirinci tiap tahun, dan besaran angkanya disesuaikan dengan postur
APBN tahunan.
SPUN dimaksudkan untuk:
a. Mengakomodasi peningkatan kebutuhan indikasi pembayaran
bunga utang;
b. Mengakomodasi perubahan indikator ekonomi makro, nilai
tukar dan tingkat bunga; dan
c. Mengakomodasi penyesuaian kebijakan pemerintah terkini.
Dalam hal ini, proyeksi pembayaran bunga utang yang harus
dibayar tiap tahun atau dalam jangka menengah dipengaruhi
oleh antara lain besaran outstanding utang, bunga LIBOR, kurs,
dan tambahan utang baru.
Selain mengenai pengelolaan utang, Keputusan Menteri Keuangan
mengenai SPUN juga mencantumkan kebijjakan mengenai
penjaminan. Kebijakan mengenai penjaminan tersebut selanjutnya
menjadi dasar dilakukannya penyusunan KPJM mengenai
penjaminan.
Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02)
Penyusunan KPJM untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah
(BA 999.02) dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah
daerah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri disusun
dengan berdasarkan pada pagu yang tercantum pada naskah
perjanjian hibah, komitmen dari lender/donor mengenai batas
maksimal disbursement tiap tahun, jangka waktu pinjaman/hibah
tersebut dialokasikan dan kinerja kegiatan. Dalam rangka pemberian
hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, KPJM disusun
dengan berdasarkan pada daftar rencana pemberian hibah yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Proyeksi
hibah dari luar negeri untuk tahun tertentu didasarkan pada
realisasi pencairan hibah tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa
komitmen dari luar negeri.
Penyusunan KPJM  Bagian Anggaran  Pengelolaan  Hibah
(BA 999.02) dalam rangka pengelolaan pendapatan hibah, disusun
dengan berdasarkan pada indikasi penerimaan hibah yang

direncanakan dan pencairannya melalui KPPN dengan mengacu
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kepada perjanjian hibah, komitmen dari donor mengenai batas
maksimal disbursement tiap tahun, jangka waktu hibah tersebut
dialokasikan, dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga selaku executing agency/implementing agency.
Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02)
tersebut, tidak termasuk untuk penyusunan KPJM Bagian Anggaran
Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dalam rangka pemberian hibah
kepada pemerintah daerah yang bersumber dari rupiah murni.
Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)
Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)
meliputi antara lain PMN untuk BUMN, PMN untuk
organisasi/lembaga keuangan internasional, Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional (DPPN) vyang dikelola oleh LPDP, dan
Dana Bergulir yang dikelola oleh BLU.

KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah
(BA 999.03) disusun dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah
tahun anggaran direncanakan yang memerlukan partisipasi
BUMN/lembaga. Namun, deviasi atas KPJM sangat mungkin terjadi
apabila terdapat perubahan kebijakan.

KPJM untuk PMN kepada organisasi/lembaga keuangan
internasional disusun berdasarkan jadwal pembayaran voting shares
pemerintah pada organisasi/lembaga keuangan internasional.
Dengan pembayaran yang telah terjadwal, dimungkinkan terjadi
deviasi antara KPJM dengan usulan alokasi tahun direncanakan
yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata
uang fungsional organisasi/lembaga keuangan internasional.

Untuk pengeluaran yang hampir setiap tahun perlu dialokasikan
untuk mendukung program prioritas Pemerintah seperti dana
bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
dan LPDB KUMKM, angka KJPM disusun dengan memperhitungkan
kinerja penggunaan dana tahun sebelumnya, dan rencana
penggunaan dana ke depan.

KPJM untuk Dana Bergulir dan DPPN disusun oleh KPA BUN dan
Pengguna Dana dengan mempertimbangkan paling sedikit kinerja
historis, proyeksi penyaluran, dan ketersediaan kas.

Untuk PMN kepada BUMN, KPJM-nya tidak selalu dapat dilakukan
karena kebijakan pengalokasian PMN rata-rata bersifat ad hoc,

diberikan dalam jangka waktu tertentu saja.
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KPJM untuk Dana Kewajiban Penjaminan disusun dengan
berpedoman pada proyeksi outstanding kewajiban pihak yang
dijamin, tingkat probability rate of default, dan nilai tukar Rupiah
terhadap USD. Deviasi antara KPJM dan usulan alokasi sangat
mungkin muncul, mengingat adanya deviasi antara proyeksi dan
realisasi outstanding, fluktuasi nilai tukar, serta kemungkinan
perubahan probability rate of default.

Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04)
Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian
Pinjaman dilakukan berdasarkan naskah perjanjian mengenai
Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditandatangani oleh
pihak-pihak terkait dan proyeksi pinjaman luar negeri yang akan
diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemerintah Daerah. Besaran angka
pemberian pinjaman per tahunnya didasarkan pada usulan dari
BUMN/Pemda sebagai user pemberian pinjaman, atau dari K/L
pengguna anggaran.

Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(BA 999.05)

KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (BA 999.05) disusun dengan berdasarkan pada arah kebijakan
jangka menengah  sebagaimana  tercantum dalam  RPJM,
Undang-Undang Desa terkait dengan proyeksi dana desa, serta
peraturan perundang-undangan terkait  lainnya. Formula
perhitungan proyeksi transfer ke daerah telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah mengenai Dana Perimbangan. Dalam hal ini,
besaran proyeksi transfer ke daerah dan dana desa per tahunnya
tergantung kepada kapasitas fiskal. Misalnya, besaran DAU dan DBH
sangat dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan negara. Sementara itu,
proyeksi penerimaan negara dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi
makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah Indonesia
di pasar internasional.

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)

Sama halnya dengan transfer ke daerah dan dana desa, arah
kebijakan subsidi dalam jangka menengah juga tercantum dalam
RPJM. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusunlah KPJM Bagian
Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07). Formula yang
digunakan untuk memproyeksi KPJM belanja subsidi berbeda-beda,
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tergantung pada komponen masing-masing. Perhitungan subsidi
BBM didasarkan pada besaran subsidi yang ditetapkan, asumsi nilai
tukar, dan harga minyak. Selain itu, perhitungan subsidi BBM juga
dipengaruhi oleh volume BBM, dan LPG tabung 3 Kg.

Kebijakan subsidi dalam RPJM tersebut terus dilakukan
pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang akan dilakukan ke depan.
Dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan subsidi dituangkan
antara lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai subsidi
energi dan subsidi non energi.

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagian
besar merupakan cadangan, seperti antara lain cadangan beras
pemerintah, cadangan benih nasional, cadangan risiko kenaikan
tanah, cadangan belanja pegawai, dana operasional bagi lembaga
yang belum memiliki bagian anggaran sendiri, dan cadangan lainnya.
Untuk anggaran yang bersifat cadangan, yang pada dasarnya besar
merupakan diskresi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam
praktek yang berlaku selama ini, penyusunan KPJM untuk dana
cadangan dilakukan oleh unit penyusun proyeksi postur APBN
jangka menengah.

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Bagian Anggaran Pengelolan Transaksi Khusus (BA 999.99) meliputi
antara lain pengelolaan pembayaran manfaat pensiun, jaminan
pemerintah, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan
belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara, pengeluaran
keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk
dana dukungan kelayakan (viability gap fund), pengeluaran untuk
kerja sama internasional, dan penerimaan migas. Untuk sebagian
transaksi khusus, seperti pembayaran manfaat pensiun dan juga
pengeluaran untuk kerja sama internasional dapat dibuatkan KPJM-
nya. Proyeksi KPJM pengelolaan pembayaran manfaat pensiun
disusun dengan memperhatikan jumlah pensiunan. Kebijakan
mengenai hal ini dilakukan di Badan Kepegawaian Negara dan PT
Taspen. Sementara itu, terkait dengan kerja sama internasional,
pengalokasiannya didasarkan pada tagihan untuk tahun tertentu

dari lembaga internasional, dan usulan untuk proyeksi tagihan ke
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depan. Besaran kontribusi sosial ini sangat dipengaruhi oleh asumsi

valuta asing yang digunakan.

ILUSTRASI PERHITUNGAN KPJM BA BUN

Pada bagian ini diilustrasikan cara perhitungan KPJM untuk
kegiatan pemberian subsidi energi. Misalkan, dalam rangka mewujudkan
prioritas pembangunan nasional terkait kedaulatan energi, salah satu
program prioritas Pemerintah adalah peningkatan aksesibilitas energi
melalui kegiatan prioritas konversi BBM ke BBG untuk rumah tangga dan
transportasi. Salah satu sasaran kegiatan tersebut adalah terdistribusinya
paket LPG 3 Kg kepada 26 (dua puluh enam) juta rumah tangga miskin.
Perkiraan subsidi LPG 3 Kg tahun 20xx sebesar Rp 4.100/Kg dan inflasi
3,5% (tiga koma lima persen) per tahun. Jumlah rumah tangga miskin

sasaran diasumsikan turun sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun.

Reviu:
Deskripsi Kebijakan Reviu Keterangan
Ya | Tidak
Kebijakan | Peningkatan  aksesibilitas Otoritas
energi melalui Konversi implementasi
BBM ke BBG untuk rumah kebijakan yang
tangga dan transportasi dituangkan
dalam RKP
Tanggal Tahun 20xx
Efektif
Kebijakan
Isi - Pendistribusian LPG 3 Kg
Kebijakan kepada rumah tangga
miskin sasaran
- Rumah tangga sasaran
turun sebesar
10%/tahun
Kegiatan | Terdistribusinya LPG 3 Kg| Ya Konsistensi
kepada  rumah tangga dengan
miskin sasaran kebijakan
pemerintah
Keluaran | Pendistribusian LPG 3 Kg| Ya Relevansi
(Output) kepada 26 juta rumah dengan
Kegiatan tangga miskin sasaran kegiatan
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Sifat Berlanjut Ya

Keluaran | Berhenti Tidak | Berhenti tidak

(Output) perlu
meneruskan
reviu

Sifat Berlanjut Ya

Komponen | Berhenti

Perlakuan | Berlanjut (fixed price) Ya

Harga Berhenti (adjusted price)

Perlakuan | Volume tetap

Volume Volume dapat disesuaikan | Ya

Total Hitung total kebutuhan

Alokasi alokasi setelah disesuaikan

Estimasi Biaya:

(dalam miliar rupiah)

Pilih

S Harga Jumlah RT | Budget | PM 1 PM 2 | Berlanjut
Kebijakan sasaran 20xx | 20xx+1 | 20x¢+2 atau

Berhenti

Komponen | @3 kg xRp | 26 juta
kebijakan |4.100/kg | (10%/tahun) | 319.80 | 287.82 | 259.04 | Berlanjut

Komponen  pendukung  kebijakan
(diuraikan sesuai dengan kebutuhan _
100.00 | 103.50 | 107.12 | Berlanjut
dalam rangka mengelola dan

mengimplementasikan kebijakan)

Total biaya Keluaran (output)
. o 419.80 | 391.32 | 366.16
pemberian subsidi LPG 3 Kg

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  91/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA  CARA
PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. Penyusunan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara
Umum Negara (RKA BUN)
1. Persiapan Penyusunan RKA BUN

a. PPA BUN menyiapkan daftar pagu rincian per Satker yang
berfungsi sebagai batas tertinggi pagu Satker.

b. KPA BUN menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan
sebagai dasar penyusunan Kertas Kerja Satker (KK Satker)
termasuk aplikasi RKA-K/L DIPA.

c. KPA BUN menyusun dokumen pendukung antara lain sebagai
berikut:

1) Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) untuk tiap
keluaran (output) kegiatan,

2) Rincian Anggaran Biaya (RAB), jika ada;

3) khusus untuk dokumen teknis yang tidak disusun oleh
Satker atau berasal dari executing agency, KPA BUN
bertugas mengumpulkan dan menyatukan dokumen
pendukung dari Satker tersebut, antara lain meliputi:

a) rencana bisnis dan anggaran serta data dukung teknis
lainnya; dan

b) data dukung teknis untuk masalah tertentu, antara
lain peraturan perundang-undangan, arahan
Presiden/Wakil Presiden yang mendasari adanya
kegiatan/keluaran (output) atau dokumen sejenis

lainnya.

g
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2. Mekanisme Penyusunan KK Satker dan RKA BUN
a. Mekanisme Penyusunan KK Satker

Penyusunan rincian anggaran kegiatan yang direncanakan

dituangkan dalam dokumen KK Satker dengan menggunakan

aplikasi RKA-K/L DIPA. Informasi yang dituangkan pada

KK Satker merupakan informasi rincian anggaran untuk

menghasilkan keluaran (output) sampai dengan tingkat detail

biaya.

Penyusunan KK Satker dilaksanakan melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Satker melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA,

2) pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian dalam buku
manual aplikasi RKA-K/L DIPA,;

3) setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada,
kemudian mencetak KK Satker berkenaan; dan

4) melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai bahan
penyusunan RKA BUN.

b. Mekanisme Penyusunan RKA BUN

RKA BUN merupakan dokumen perencanaan anggaran BA BUN

yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk

anggaran belanja maupun pembiayaan yang disusun oleh

KPA BUN.

Penyusunan RKA BUN menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA,

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Satker melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA;

2) meneliti kesesuaian isian RKA BUN dengan KK Satker yang
telah disusun;

3) dalam hal RKA BUN telah sesuai dengan KK Satker dan
dokumen pendukungnya, KPA BUN dapat mencetak
RKA BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan
menggunakan menu cetak RKA BUN; dan

4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang telah
ditandatangani oleh KPA BUN bersamaan dengan KK Satker
dan data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu.

I
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Mekanisme Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN

a.

Mekanisme Penyesuaian KK Satker

Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi

Anggaran BUN mengakibatkan perubahan KK Satker, KPA BUN

menyesuaikan KK Satker dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA untuk selanjutnya
melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;

2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan sesuai
dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau
Alokasi  Anggaran BUN yang  disampaikan oleh
PPA BUN;

3) menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar dan
menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada
proposal yang telah disetujui dalam KK Satker;

4) melengkapi data dukung sesuai dengan pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN; dan

5) mencetak KK Satker hasil penyesuaian sebagai dasar
penyesuaian RKA BUN.

Mekanisme Penyesuaian RKA BUN

Berdasarkan KK Satker yang telah disesuaikan, KPA BUN

menyesuaikan RKA BUN dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA untuk melakukan
penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;

2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan yang
telah dituangkan dalam KK Satker sesuai dengan
pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi
Anggaran BUN;

3) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA BUN yang
telah disesuaikan; dan

4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang
telah disesuaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah
disesuaikan beserta data dukung terkait kepada APIP K/L

untuk direviu.

I
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B. Reviu RKA BUN oleh APIP K/L
1.  Reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran

BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN disampaikan

oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk direviu, dengan fokus reviu

sebagai berikut:

a. kesesuaian RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN dan ketentuan
perencanaan penganggaran yang berlaku; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar
hukum penganggaran, TOR, RAB, dan/atau dokumen pendukung
lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran Pagu Anggaran BUN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 mengakibatkan perubahan RDP BUN, KPA

BUN menyesuaikan RKA BUN berdasarkan pemutakhiran rincian

Pagu Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN. Selanjutnya,

RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN disampaikan kepada

PPA BUN. Pelaksanaan reviu RKA BUN berdasarkan pemutakhiran

rincian Pagu Anggaran BUN akan dilakukan oleh APIP K/L bersama-

sama dengan reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN.

2.  Reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan

RDP BUN, KPA BUN menyesuaikan RKA BUN berdasarkan

perubahan rincian Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh

PPA BUN. Selanjutnya, RKA BUN yang telah disesuaikan oleh

KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN, terlebih dahulu

disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. Reviu RKA BUN

oleh APIP K/L difokuskan untuk meneliti perubahan sesuai Alokasi

Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang

relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal dana BUN tersebut digeser ke sub BA BUN yang lain,

pergeseran dana BUN tersebut tidak perlu direviu lagi oleh APIP K/L.

Langkah-langkah teknis reviu RKA BUN oleh APIP K/L selengkapnya

tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Dalam hal reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN belum

dilakukan oleh APIP K/L sebelum RUU APBN/Nota Keuangan

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pelaksanaan reviu

RKA BUN akan dilakukan oleh APIP K/L pada saat reviu RKA BUN

berdasarkan Alokasi Anggaran BUN secara menyeluruh untuk
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keseluruhan RKA BUN yang disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP
K/L.

Penyusunan dan Penyesuaian RDP BUN

RDP BUN adalah himpunan RKA BUN yang disusun menurut
unit organisasi, fungsi, dan program.

1. Mekanisme Penyusunan RDP BUN

Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN melakukan penyusunan

RDP BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menghimpun/mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN serta
dokumen pendukung yang telah direviu oleh APIP K/L sesuai
dengan BA BUN yang dikelolanya;

b. me-restore ADK yang disampaikan KPA BUN dalam aplikasi
RKA-K/L DIPA;

c. menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang
dikelolanya;

d. meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN
meliputi:

1) total Pagu Anggaran BUN;
2) sumber dana; dan
3) sasaran kinerja;

e. apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN, PPA BUN
melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan
perbaikan RKA BUN;

f.  menuangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai
sasaran strategis pada bagian J formulir I, antara lain berupa:

1) strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis; dan
2) uraian deskripsi masing-masing program dan unit
organisasi penanggung jawab;

g. dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan Pagu Anggaran BUN,
PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L
DIPA dengan menggunakan menu cetak RDP BUN; dan

h. menyampaikan RDP BUN yang telah dicetak dan ditandatangani
oleh Pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada

Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

b
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2. Mekanisme Penyesuaian RDP BUN

Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi

Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, PPA BUN

menyesuaikan RDP BUN dengan tahapan sebagai berikut:

a. menyampaikan rincian pemutakhiran Pagu Anggaran BUN
dan/atau Alokasi Anggaran BUN yang berubah kepada KPA BUN
sebagai dasar penyesuaian RKA BUN;

b. menghimpun/mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN berikut
ADK yang telah disesuaikan oleh KPA BUN dan direviu oleh APIP
K/L dalam lingkup BA BUN berkenaan;

c. menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang
dikelolanya,;

d. meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN yang meliputi:

1) total pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi
Anggaran BUN;

2) sumber dana; dan

3) sasaran kinerja;

e. apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan
pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran
BUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPA BUN
melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan
perbaikan;

f.  dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN, PPA BUN dapat
mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan
menggunakan menu cetak; dan

g. menyampaikan RDP BUN vyang telah disesuaikan dan
ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN beserta dokumen
terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan

penelaahan.

D. Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP BUN
1. Dalam hal terdapat kegiatan/keluaran (output) baru berdasarkan
kebijakan Pemerintah dan/atau hasil pembahasan dengan Komisi
terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai
berikut:

0%
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a. mengusulkan rumusan kegiatan/keluaran (output) sebagai hasil
kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR kepada
Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan selanjutnya
ditetapkan sebagai referensi dalam aplikasi RKA-K/L DIPA,;

b. berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatan/keluaran (output)
yang telah ditetapkan, Satker, KPA BUN, dan PPA BUN
menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar penyusunan
KK Satker, RKA BUN, dan RDP BUN;

Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN sampai batas

waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RDP BUN

berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan. Selanjutnya KPA BUN wajib menyampaikan

RKA BUN kepada PPA BUN berdasarkan RDP BUN yang telah

disusun;

Untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08),

RDP BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya

Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pada tahun

anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. menteri/pimpinan lembaga mengajukan usulan permintaan
dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA  999.08) beserta  dokumen pendukung  kepada
Menteri Keuangan selaku PA BUN. Usulan permintaan dana
beserta dokumen pendukung Tharus terlebih  dahulu
disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu;

b. Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menindaklanjuti
usulan menteri/pimpinan lembaga sesuai disposisi
Menteri Keuangan selaku PA BUN;

c. dalam hal wusulan menteri/pimpinan lembaga dapat
dipertimbangkan untuk didanai dari Baglan Anggaran
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), PPA BUN Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08) melakukan penilaian usulan
menteri/pimpinan lembaga tersebut berdasarkan TOR dan RAB
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara
(fiscal space);

d. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian usulan
permintaan dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja

Lainnya (BA 999.08) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
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Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan

anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Format Formulir RDP BUN

LAMPIRAN IHI-1

RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 1:

INDIKAST KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN o e (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya)
B. vIST T e (Berisikan uraian Visi dari dari Kementerian Keuangan)
c.oomisl b e (Berisikan uraian Misi dari dari Kementerian Keuangan)
D. SASARAN STRATEGIS 1. (Berisikan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian
2. Keuangan)
E. FUNGS! 9. (Berisikan Fungsi— Fungsi yang dijalankan Kementerian
2. oo Ldst = [<evangan)
F. PRIORITAS NASIONAL I } (Berisikan Prioritas Nasional Kementerian Keuangan)
2. e , dst
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE | I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/ INISIATIF ALOKAS! ANGGARAN
BARU (RIBUAN RUPIAH)
. PROGRAM/ESELON I/ HASIL/INDIKATOR KINERJA TA TA TA TA TA
UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sasaran Strategis 1...... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 1 9.999.999 9.898.999 8.999.999 9.999.999 9.999.899
LsesvaiRenstra kL) | ioieoieiiee
Jumiah Angka Dasar 9.999.999
Jumlah Inisiatif Baru $9.999.999
Program.... (Berisikan uraian Nama Program) 9.999.999 9.999.899 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Eselon |
......................... (Berisikan uraian Nama Unit)
Hasil
......................... (Berisikan uraian Hasil)
Indikator Kineria Utama Program
i } (Berisikan IKU Program)
B L SIS N IS IS SR DU
Angka Dasar 9.999.899
Inisiatif Baru 9.999.999
Dst...
Sasaran Strategis 2...... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 2 98.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
_sesuaiRenstra KAL) b ]
Jumlah Angka Dasar 9.999.999
Jumlah Inisiatif Baru 9.899.999
Program.... (Berisikan uraian Nama Program) 9.999.899 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Eselon |
......................... (Berisikan uraian Nama Unit)
Hasil
........................ (Berisikan uraian Hasil)
Indikator Kineria Utama Program
T - } (Berisikan IKU Program)
B e i SRS AR I NN SR R
Angka Dasar 9.999.889
Inisiatif Baru 9.999.999
Dst..
TOTAL 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Total Angka Dasar 9.999.999
Total Inisiatif Baru 9.999.999

Ik
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H. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE FUNGSH PROGRAM TA TA TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20X X+2 20XX+3
1) (2) (3) “) (6) (6) 7
Fungsi 1.... (Berisikan uraian Fungsi 1) 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.090 | 0.999.099 | 9©.990.099
Program ... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 9.999.989 9.959.699 9.999.999 9.999.999
& [ Alokasi paay progeam dntuk Funasi 1 *
dst
Fungsi 2.... (Berisikan uraian Fungsi 2) 9.9989.999 9.999.999 9.999.989 9.999.999 9.999.999
Program.... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
2 [ Alokast pacdd oroaram untuk Funas 2 !
dst
dst
1. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL
ALOKAS! ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM TA TA TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20X X+2 20XX+3
(1) (2) (3) 4) (6) (6) (7)
Prioritas Nasional 1...... (Berisikan Prioritas Nasional 1) 9.999.999 | 9.099.999 | 9.999.899 | 9.999.899 | 0.999.999
Program........ (Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.800 | 9.999.999 | 0.999.999 | 9.099.999 | 9.999.699
Priorttas Nasional 1) | Alokasi pagu program untul Prioritas Nasfonal 1 |
dst
Prioritas Nasional 2...... (Berisikan Prioritas Nasional 2) 9.999.999 9.999.999 §.999.999 9.999.999 9.999.999
Program........ (Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Prioritas Nasional 2) | Alokasi pagu proqeam unlul £riorias Nasional 2 i
dst
dst
J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:
Diuralkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dar :
(@] Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis;
(2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:
(RIBUAN RUPIAH)
KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA
20XX-1 20X X 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) (2) @) G ) 5 ©) )]
Program 1 Hibah 9.999.669 | 9.996.999 | 9.999.899 | 9.999.990 | 9.999.999
Perpajakan 9.999.990 | 9.999.699 | 9.999.999 | 9.999.998 | 9.999.999
dst PNBP
Pembiayaan
Program 2 Hibah 9.999.969 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
Perpajakan 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.998 | 9.999.999
dst PNBP
Pembiayaan
TOTAL a.  Hibah 9.999.969 | 0.999.099 | 9.999.989 | 9.999.999 | 9.999.999
b. Perpajakan 9.999.999 | 09.999.009 | 9.999.989 | 0.999.999 | 9.899.999
¢. PNBP
d. Pembiayaan
PENJELASAN:
Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1

Lokasi, Tanggal

Nama Direktur Jenderal/Kepala Badan

NIP

Pemimpin PPA BUN BA .... (Berisikan Nomenkiatur BA BUN)
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RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA
FORMULIR 2:
ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX
A. BAGIANANGGARAN ... .. {Bensitan Nomenkiatur BA BUN beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI .. (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
C. MISI UNITORGANISASE | ... .. (Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
D. SASARAN STRATEGIS | .. .. {Bernisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)
E. PROGRAM 1 e (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)
F. HASIL (Berisikan uraian Hasil)
G. INDIKATORKINERJA UTAMAPROGRAM | @ T e (Berisitan IKU Program Unit Pembantu Pengguna Anggaran
2 dst BUN}
H. RINCIAN PROGRAM :
I, KEGIATAN/(ESELON I/SATKERY FUNGSV ALOKASI ANGGARAN
KODE SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS (RIBUAN RUPIAH)
. OUTPUT (VOL-SAT) INDIKATOR KINERJA TA TA TA TA A
KEGIATAN/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) 2) (3) (4) (5) ©) )
Kegiatan......... {Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999| 9999999} 9.999.999f 9.999.999{ 9.999.999
Eselon iV Satker
......................... (Berisikan uraian Nama Eselon 1)
Fungsi
........................ (Berisikan uraian Fungsi)
Sub Fungsi
....................... (Berisikan uraian Sub Fungsi)
Prioritas Nasional
....................... (Berisikan uraian Priontas)
E Priori
reererenenenennnnn . (BEIISHKAN Uraian Fokus Prioritas)
| QUIEUT e e .
Oulput?.. ..(Berisikan uraian jenis Output 1) 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999{ 9.999.999| 9.999.999
| YolumeSawenOupud | (99sa)|  (99saty]  (99sa)| (99 sa)| (99sat)
Quiput2.. ..(Berisikan uraian jenis Output 2) 9.999.9991 9.999.999] 9.999.999{ 9.999.999| 9.999.999
| YoumeSawenOuput ) (99sa)| _ (99saty|  (99sa)| (99 sa)| (99sat)
dst '
Indikator Kin iatan
1 e (Berisikan indikator-indikator
2 iy dst Kinerja Kegiatan)
Angka Dasar 9.999.999
Inisatif Baru 9.999.999
Dst....
TOTAL 9.999.9991 9.999.698] 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
Total Angka Dasar 9.999.999
Total inisiatif Baru 9.999.999
I, ALOKASI ANGGARAN FUNGSI
KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI ALOKAS! ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
TA TA TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) (2) (3) 4) (5) (6) @)
Fungsi 1... ( Berisikan uraian Fungsi 1 sesuai formulir 1) 9.999.999] 9.999.999{ 9.999.899| 9.993.998| 9.999.999
Sub Fungsit.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1) 9.999.999] 9.999.999f 9.999.999| 9.999.999| 9.999.998
Sub Fungsi2.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) 9.999.9991 9.999.999] 9.999.999| 9.998.999] 9.999.999
Dst....

%
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J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
TA TA TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) (2) (3) 4) (5) (6) )
Prioritas Nasional 1.... { Berisikan uraian Prionitas Nas. 1) 9.999.9991 9.999.999| 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999
Fokus Prioritas.... (Berisikan uraian Folkus Prioritas 1) 9.999.9991 90.999.998] 9999999] 9.999.999] 9.999.999
Fokus Prioritas.... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2) 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999
Dst....
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, (RIBUAN RUPIAH)
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA TA A TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) 2) (3) 4) (5) (6)
1. KELOMPOK BIAYA
a.  Operasional 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
b.  Non Operasional 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
2. JENIS BELANJA
(hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirinci per jenis belanja)
a. Belanja Pegawai 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
b.  Belanja Barang 9.999.999 | 9999999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
¢.  Belanja Modal 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
d.  Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 9.999.999 | 9999.999 | 9999999 | 9.999.999 | 9.999.999
e.  Belanja Subsidi 9.999.999 | 9999999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
f.  Belanja Hibah 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.899.999
g.  Belanja Bantuan Sosial 9.999.999 | 9999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
h.  Belanja Lain-Lain 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
3. SUMBER DANA
a.  Rupiah Mumi (RM) 9.999.999 | 9999.998 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
b.  Rupiah Mumi Pendamping (RMP) 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
c.  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9999999 | 9999999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
d.  Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.998 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
e.  Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 | 9999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.899.999
f.  Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 | 9999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
g.  Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 9.999.999 | 9999999 | 9.989.999 | 9.999.999 | 9.999.999
h.  Hibah Dalam Negeri (HDN) 9.999.999 | 9999899 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999
L. STRATEG!I PENCAPAIAN HASIL:
Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dimulai dari:
(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (perasal dari Renstra Unit Eselon 1),
(2) uraian/ deskripsi masing-masing kegiatan;
(3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan;
(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dar yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN :

(RIBUAN RUPIAH)
KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3

D) @ ®) Q) ® ©) ) ®
Kegiatan 1 a. Perpajakan 9999.9991 9.999.999] 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999
b. PNBP 99999991 9.999.999| 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999
Kegiatan 2 a. Pemajakan 9999999 9.999.999f 9.999.999] 9.999999| 9.899.999
b. PNBP 9999.999] 9.999.999] 9.999.993| 9.999.999{ 9.999.999

dst........
TOTAL a. Pemajakan 9099.859| 9.999.998| 9.999.999] 9.999.999| 9.899.999
b. PNBP 9.999.999| 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999{ 9.999.999
PENJELASAN:Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1

Pemimpin PPA BUN BA ...(Ben'sikan Nomenkfatur BA BUN)

Nama Direkiur Jenderal/Kepala Badan
NIP

i
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RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 3:
RINCIAN BIAYA ALOKAS] ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN L e (Berisilkan Nomenkiatur BA BUN beseria kodenya)

B. UNIT ORGANISASI D s (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)

C. MISI UNIT ORGANISASI D e (Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)

D. SASARAN STRATEGIS D et (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)

E. PROGRAM L e (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)

F. HASIL L e (Berisikan uraian Hasil)

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM | © ; ------------------- ) } gB:;li}sien IKU Program Unit Pembantu Pengguna Anggaran
v , dst

A. RINCIAN BIAYA PROGRAM :

L KEGIATAN/ QUTBUT ALOKAS! ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KoDE | W RINCIAN BIAYA MENURUT TA 20XX-1 TA 20XX
KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA | voLumME VOLUME | ANGKA | INISIATIF
DAN SUMBER DANA saTuan | JUMUAHC atuan | oasar Bary | JuMLAH
(1) (2) {3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kegiatan....... (Berisikan uraian Nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Kegiatan)
OUTPUT
Qutput\.. ..(Berisikan uraian jenis Output 1) 99sat. | 9.999.999 99sat.| 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999
Outpul2.... (Berisikan uraian jenis Qutput 2} 99 sat. 9.998.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Output3.... (Berisikan uraian jenis Output 3} 99sal.| 9.999.999 99sat.| 9999.999] 99999991 9999999
dst

RINCIAN BIAYA KEGIATAN MENURUT :
1. KELOMPOK BIAYA
a.  Operasional 9.999.999 9.999.9991  9.999.999 9.999.999
b.  Non Operasional 9.989.899 9.999.999f 9.999.999 9.999.969

2. JENIS BELANJA

(hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat
dirind perjenis belanja)

a.  Belanja Pegawai 9.999.999 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
b.  Belanja Barang: 9.999.999 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999
¢.  Belanja Modal: 9.999.999 9999.999] 0.999.998| 9.999.999
d.  Belanja Pembayaran Kewajiban 9.999.999 9.999.999] 9.999.993| 9.999.999
U‘a"gf N 9.999.999 9.999.999| 9.990.999] 9.999.999
& Be'anfa Sf’bs'd" 9.999.999 9.999.999| 9999999 9.999.999
f.  Belamjakbah 9.999.999 0999.999| 9999999 9.999.999
9. Belanja Bantuan Sosia 9.999.999 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
h.  Belanja Lain-Lain:
3. SUMBERDANA 9.999.999 9.999.999] 9.999.999] 9.999.999
' Rupfah Mumi (RM) _ 9.999.999 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
b Rupiah Mumi Pendamping (RMF) 9.999.999 0.099.999| 9999999 9.999.999
f:ﬁg?,‘;mn Negara Bukan Pajak 9.999.999 0.999.099| 9.999.999| 9.999.999
4. Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.099| 9.999.999| 9.999.999
e Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
f Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999] 9.999.999| 9.999.999
o, Pinjaman Dalam Negeri (PON) 9.999.999 9.999.999| 9.999.998| 9.999.999
h.  Hibah Dalam Negeri (HDN)
Dst..

"
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JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT :
1. KELOMPOKBIAYA

a.  Operasional

b.  Non Operasional

2. JENIS BELANJA
(hanya diisi jika aloka sl yang tersedia dapat dirind per jenis{
belanfa)

a. Belanja Pegawai:

Belanja Bantuan Sosial:
Belanja Lain-Lain:

b.  Belanja Barang:

c.  Belanja Modal:

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang:
e. Belanja Subsidi:

f.  Belanja Hibah:

g.

h.

3. SUMBER DANA

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
Hibah Dalam Negeri (HDN)

a.  Rupiah Mumi (RM)

b.  Rupiah Murni Pendamping (RMP)

¢. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
d.  Badan Layanan Umum (BLU)

e.  Pinjaman Luar Negeri (PLN)

f.  Hibah Luar Negen (HLN)

g.

h.

9.998.909
9.969.908

9.999.999
9.999.999
9.989.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999

9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.989.999
9.998.999

9.999.999 9.999,999 9.999.999
9.999.999 9.989.999 9.999.999

9.899.999] 9.999.999]  9.999.999
9.099.9991 9.999.999] 9.989.999
9.989.986] 9,980.999]  9.989.999
9.999.9899| 9.999.889] 9.999.999
9.699.9991 9.999.999]  9.999.999
9.999.999|  9.999.999 9.999.999
9.999.999|  9.999.999 9.999.999
9.999.999] 9.999.999 9.999.999

9.998.999 9.999.989 9.999.999
9.999.999 9.999.999 9.999.999
9.999.999 9.999.999 9.999.999
9.999.999 9.999.999 9.999.999
9.999.999 9.999.999 9.999.999
9.999.999 9.999.999 9.899.999
9.998.999 9.999.999 9.899.999
9.998.999 9.999,999 9.999.998

A.  OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION).

Diuraikan langkah-angkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:
(1) Identifikasi faktor{aktor pendukung {faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat {ingkungan/kultur kerja);

(2) identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan,

(3)  Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);
4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dan yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

B. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

SUMBER (RIBUAN RUPIAH)
KODE KEGIATAN
PENDAPATAN TA 20XX-1 TA 20XX
(1) 2) 3) @) )
0000 Kegiatan 1 Perpajakan 9.999.999 9.999.999
PNBP: 9.999.999 9.999.999
1. Umum 9.999.999 9.999.999
2. Fungsional 9.999.999 9.999.999
0000 Kegiatan 2 Perpajakan 9.999.999 9.999.999
PNBP : 9.999.999 9.989.999
1. Umum 9.899.999 9.999.899
2. Fungsional 9.999.999 9.999.999
dst........

Perpajakan: 9.999.999 9.999.999
TOTAL PNBP: 9.999.999 9.999.999
1. Umum 9.999.999 9.999.999
2. Fungsional 9.999.999 9.999.999

b
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LAMPIRAN III-2
BAGIAN A
RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20xx
BAGIAN ANGGARAN {Berisikan nama Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga beserta kodenya)
PPA BUN : . {Berisikan nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
KPA BUN / SATUAN KERJA : . (Berisikan nama unit KPA BUN/Satuan Kerja beserta kodenya)
PROPINSI : . (Berisikan propinsi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
LOKASI . (Berisikan lokasi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
Halaman:
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA ALOKASI ANGGARAN T.A. 20xx
KODE PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA VOLUME/ . INISIATIF
KEGIATAN/OUTPUT SATUAN BASELINE BARU JUMLAH
() 2) 3) @) (5) 6)
xxx.x%.%% | Program ... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Sasaran Program :
... (Berisikan uraian Sasaran Program)
Indikator Kinerja Program :
... (Berisikan uraian Indikator Kinerja Program)
xxxx|Kegiatan 1 ... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kinerja Kegiatan :
{Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan)
«.dst.
XXXX.xxx | Output 1 ... (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Output
) 99 sat.
2 e (Berisikan uraian Indikator Output Kegiatan) 99 sat.
,dst.
xxxx.xxx | Output 2 ... (Berisikan uraian Oufput Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Cutput
| ST 99 sat.
2 e (Berisikan uraian Indikator Oufput Kegiatan) 99 sat.
,dst.
xxxx|Kegiatan 2 ... {Berisikan uraian nama Kegiatan) 9,999,999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kinerja Kegiatan :
) 99 sat.
2 (Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan) 99 sat.
LJdst.
XXXK. XXX | Quitput 1 ... (Berisikan uraian QOuiput Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Quiput
| 99 sat.
2 i (Berisikan uraian Indikator Ouiput Kegiatan) 99 sat.
,dst.
xxxx. xxx | Output 2 ... (Berisikan uraian Oufput Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Output
) O 99 sat.
2 e (Berisikan uraian Indikator Ouiput Kegiatan) 99 sat.
,dst.
KPA BUN
Nama
NIP

oy
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RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20xx
BAGIAN ANGGARAN {Berisikan nama Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga beserta kodenya)
PPA BUN : . {Berisikan nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
KPA BUN / SATUAN KERJA : . {Berisikan nama unit KPA BUN/Satuan Kerja beserta kodenya)
PROPINSI : (Berisikan propinsi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
LOKASI (Berisikan lokasi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
Halaman:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 20xx
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KP/
08| rocMEOMUONIOn B | v | s | | |12
TP/
(1) (2) (3) {4) (5 (6) 7 18
xxx.x%.%xx[ Program ... {Berisikan uraian nama Program] 9.999.999 9.999,999 9.999.999
Sasaran Program :
... {Berisikan uraian Sasaran Program)
Indikator Kinerja Program :
... {Berisikan uraian Indikator Kinerja Program)
xox| Kegiatan 1 ... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kinerja Kegiatan :
1o
2 i (Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan)
.., dst
xxxx. 0| Output 1 ... (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
xxx| Suboutput 1 ... (Berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
xxx| Komponen 1 ... (Berisikan uraian Komponen) 9.999.999 9.999,999 9.999.999
Jumlah Komponen ... (Utama/Pendukung)
xxx|Komponen 2 ... {Berisikan uraian Komponen) 9.999.999 9,999,999 9.999.999
.., dst.
x| Suboutput 2 ... (Berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9,999,999 9.999,999
... dst.
xxx. 00| Output 2 ... (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9,999,999 9.999.999
xxx| Suboutput 1... (Berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9,999.999
.. dst. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
xxxx|Kegiatan 2 ... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999,999 9.999.999
..., dst. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
20x%x
TOTAL 208 (TA 20xx-1) KPA BUN
RMP
RMP
PNBP
BLU
PLN Nama
HLN NIP
PDN
HLN
PBS

7%
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BAGIAN C |
RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20xx
BAGIAN ANGGARAN (X (Berisikan nama Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga beserta kodenya)
PPA BUN (RKKXK) (Berisikan nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
KPA BUN / SATUAN KER (xx)  ...ooovrrenne {Berisikan nama unit KPA BUN/Satuan Kerja beserta kodenya)
PROPINSI (e (Berisikan propinsi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
LOKASI (B (Berisikan lokasi Satuan Kerja berada beserta kodenya)
Halaman:
KODE PENDAPATAN JUMLAH 20xx ALOKASI TA 20xx
(1) (2) (3) (4)
xxxx.xx(Program ... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999
xxxx|Kegiatan 9.999.999 9.999.999
PERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
PNBP 9.999.999 9.999.999
Umum 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Fungsional 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
xxxx|Kegiatan 9.999.999 9.999.999
.o,dst.
TOTAL 20xx KPA BUN
PERPAJAKAN
PNBP
1. Umum
2. Fungsional Nama
NIP

s
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LAMPIRAN III-3
KERTAS KERJA SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
A. PPABUN (xxx} (Berisikan Nomenkiatur PPA BUN beserta kodenya)
B. KPABUN (xx) .. (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA D (XXXXXX) (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI (XX) e (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA (XX} e (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
PROGRAM/ KEGIATAN/ QUTPUT/ ALOKASI ANGGARAN TA 20XX KP/
KODE SUBOUTPUT! KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ VOLUME ANGKA INISIATIF SDI | KD/
AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA SATUAN DASAR BARU JUMLAH cP :s//
(1) (2) (3) ) (5) (6) M) | 8
xxx.xx.xx | Program...(Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kineria Utama Program
1.
2.
xxxx | Kegiatan 1........ (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kinerja Kegiatan
1.
2.
xxxx.xx | Output 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
xxx | SubOutput 1... (berisikan uraian SubOutpul) | 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
xoox | Komponen 1... (berisikan uraian komponen) | 9.999.999| 9.999.999|  9.999.999
Jumlah Kompanen .. (Utama/Pendukung) | 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
xx | Subkomponen 1(berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.899.999
xxxxxx | Uraian akun belanja 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Detil belanja
xxxxxx | Uraian akun belanja 9.999.999 9.999.999 9.999.999
dst.....
xx | Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Uraian akun belanja 9.999.999 9.999.999 9.999.999
dst.....
xxx | Komponen 2... (berisikan uraian komponen) | 9.999.999| 9.999.999|  9.999.999
dst.........
xxx | SubOutput 2.... (berisikan uraian SubOutput) | 79.999.999|  9.999.999|  9.999.999
1 e A
XXxx.xx | Output 2.(Berisikan uraian Oufput Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Xxx | SUbOulput 1.... (berisikan uraian SubOutput) | 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
ost.. T | 9.999.999| 9.999.999| 9.999.999
xxxx | Kegiatan 2....... (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Dst.... 9.999.999 9.999.999 9.999.999
PAGU T.A 20XX
Angka Dasar Inisiatif Baru Jumlah
RM
RMP
PNBP
BLU
PLN
HLN
PDN
HLN
PBS
TOTAL

M
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LAMPIRAN III-4

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

PPA BUN

KPA BUN

Program

Hasil (Outcome)

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan
Jenis Keluaran (Output)
Volume Keluaran (Output)
Keluaran

Satuan Ukur

(Output)

A. Latar Belakang
1.Dasar Hukum (10)

2.Gambaran Umum (11)

B. Penerima Manfaat (12)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan (13)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (15)

E. Biaya Yang Diperlukan (16)

Penanggung jawab Unit Perencana

.........................
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PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE:

No Uraian

(1) | Diisi nama unit selaku PPA BUN.

(2) | Diisi nama unit selaku KPA BUN.

(3) | Diisi nama program.

(4) | Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program.

(5) | Diisi nama Kegiatan.

(6) | Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.

(7) | Diisi nama/nomenklatur keluaran (output) secara spesifik.

(8) | Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan.

(9) | Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka
pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan
karakteristiknya.

(10)| Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang
terkait langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan
dilaksanakan.

(11) | Diisi gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan dan
volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.

(12) | Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal
kementerian negara/lembaga.

(13) | Diisi dengan cara pelaksanaan yang dapat berupa kontraktual atau
swakelola.

(14) | Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian
keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan
keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama
atau biaya penunjang.

(15) | Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.

(16) | Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian
keluaran (output) dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan
RAB terlampir.

(17) | Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana.

(18) | Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana.

0
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LAMPIRAN III-5

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

PPABUN e (1)
KPABUN e (2)
Kegiatan 1 e, (3)
Keluaran (Output) 1 e (4
Volume L e e e (5)
Satuan UKUur L e (6)
Alokasi Dana 1 e (7
Kode Uraian Subkeluaran Volume Jenis Komponen | Rincian Perhitungan | Harga {Jumlah
{(Sub-Output)/ Komponen/|Subkeluaran, Utama,/Pendukung] ol Satuan
Subkomponen/detil  |(Sub-Output)
1 2 3 4 S 6 7
XK. XXX | SubOutput 1 99 - - - 1999.999
X Komponen 1 - Utama - - 999.994
A Sub komponen A - - - - | 999.999
- Detil belanja 1 - - 99 sat. x99 sat. x| 99| 999 |999.999
- Detil belanja 2 - - 99 sat. x99 sat. x| 99| 999 |999.999
- dst
- dst
B Sub komponen B - - - - 999.999
- dst
xxxx.xoxxx | SubOutput 2 99 - - - 1999.999
xex  |Komponen 1 - Utama - - 1999.994
A Sub komponen A - - - - 999.999
- Detil belanya 1 - - 99 sat. x 99 sat. x| 99| 999 |999.999
- Detil belanja 2 - - 99 sat. x99 sat. x| 99| 999 |999.999
- dst
- dst
B Sub komponen B - - - - 999.999
- dst

Keterangan:

Penanggung jawab Unit Perencana

Jumlah total alokasi anggaran keluaran (oufpuf) sama dengan jumlah keseluruhan
alokasi anggaran keluaran (outpuf) yang dilaksanakan oleh seluruh satker, untuk

keluaran (output) yang sama.

e
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PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA

No Uraian

1) | Diisi nama PPA BUN.

2) | Diisi nama KPA BUN sebagai penanggung jawab/pelaksana Kegiatan.

(
(
(3) | Diisi nama Kegiatan.
(

4) | Diisi nama/uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (output)
secara spesifik.

(5) | Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan.

(6) | Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka
pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan
karakteristiknya.

(7) | Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian
keluaran (output).

(8) | Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana.

(9) | Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana.

DATA DALAM TABEL

Kolom 1 | Kode Diisi kode subkeluaran (sub-output),
komponen, sub komponen.

Kolom 2 | Uraian Subkeluaran | Diisi uraian nama subkeluaran
(Sub-Output)/ (sub-output), komponen, sub komponen,
Komponen/ akun dan detil belanja.

Subkomponen/detil | Keterangan:
subkeluaran (sub-output) dan subkomponen
bersifat opsional.

Kolom 3 | Volume Subkeluaran| Diisi jumlah/banyaknya kuantitas
(Sub-Output) subkeluaran (sub-output) yang dihasilkan.
Diisikan sebaris dengan uraian
subkeluaran (sub-output).
Keterangan:

jumlah total volume-volume subkeluaran
(sub-output) harus sama dengan jumlah
volume keluaran (output).

Kolom 4 | Jenis Komponen Diisi utama atau pendukung.
(Utama/Pendukung) | Diisikan sebaris dengan uraian komponen,
yang menyatakan bahwa  komponen
tersebut sebagai komponen utama atau
komponen pendukung.

ki
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Kolom 5 | Rincian Perhitungan | Diisi formula perhitungan satuan-satuan
pendanaan.

Diisikan sebaris dengan wuraian detil
Contoh:

2 org x 2 hari x 2 frekuensi

jumlah perhitungan tesebut diisikan pada
sub kolom 5 (jumlah) sebesar 8.

Kolom 6 | Harga Satuan Diisi nominal harga satuan yang
berpedoman pada Standar Biaya Masukan.
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja.
Keterangan:

dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat
dalam Standar Biaya Masukan dapat
menggunakan data dukung lainnya yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Kolom 7 | Jumlah Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada
tingkat detil belanja, sub komponen,
komponen, subkeluaran (sub-output).
Keterangan:

jumlah total alokasi anggaran sub-
subkeluaran (sub-sub-outpuf) harus sama
dengan jumlah total anggaran pada
keluaran (output).

i
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LAMPIRAN III-6

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR RINCIAN PAGU ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 20XX
PPA BUN :
PROGRAM
PAGU PROGRAM :

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut :

(Ribuan Rupiah)
KPA BUN TOTAL PAGU SUMBER DANA JUMLAH
RM PNBP/ELU PONPHLN
1 2 3 4 5 6
xx¢  NAMAKPABUN 99.999.999.999.999 $9.999.993.998 99.999.999.999 99.999.995.939 99.999.899.999.999
o NAMAKPA BUN $9,999.999.999.999 99.959.999.998 99.999.999.989 99.999.999.999 99.999.999.999.999
xx  NAMAKPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.993 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.993
xxx  NAMAKPA BUN 99.999.999.999.999 99.998.999.999 99,999.999.989 99.999.999.999 99.999.999.999.993
xx  NAMAKPA BUN 99.995.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.899.999.999
wx  NAMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999
xo¢  NAMA KPA BUN 99.999.999.399.993 98.999.999.993 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999
0% NAMAKPABUN 99.999.939.999.998 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.939 99.999.999.999.939
wc NAMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.998.999 99.999.999.999 99.999.999.939 99.999.999.999.999
xx NAMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.998.999 99.999.999.999 99.999.999.993.999
xo¢ NAMAKPABUN 99.999.999.999.989 99.999.999.999 99.999.999.999 $9.999.999.999 99.999.999.999.993
woc NAMA KPA BUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999
x¢  NAMAKPABUN 99.999.999.999.993 99.893.999.998 | 99.999.999.999 | 93.993.999.99% 99.899.899.999.999
xo¢  NAMAKPA BUN 99.999.999.999.998 99.999.993993 | 99.985.999.999 | 99.999.999.999 99.999.999.999.998
xx  NAMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.993.999 99.999.999.999 99.993.999.998 99.959.999.999 999
xx  NAMAKPABUN 99.999.999.989.999 99.999.998.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.998
xo¢ NAMAKPABUN 99.989.999.999.999 99.999.998.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999
xx  NAMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.99% 93.999.999.999 99.999.999.999 99.999.899.999.933

Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku
Pemimpin PPA BUN

............. seveassersasrersantaraanne

NIP/NRP.....cooovveeereereeenns

7
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LAMPIRAN III-7

LOGO (1) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNIT ESELON L.ttt (2) KOP PPA BUN
Alamat ...oooiiii (3)
Nomor D S- / /20XX (tanggal-bulan) 20XX
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara

Yth Direktur Jenderal Anggaran
di
Jakarta

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
...... /KMK.02/20xx tentang Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan
ini disampaikan Rencana Dana Pengeluaran/Alokasi Anggaran/Pagu APBN-P *)
Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Bagian Anggaran.............. (4), dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. RDP BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara,
dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum
negara.

2. RDP BUN beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun
dengan lengkap dan benar, direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan
Unit Eselon I, serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen
penelaahan berupa:
a. RKA BUN;
b. ADK RKA-K/L DIPA; dan
c. Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal/Kepala Badan
yang ditunjuk

*) Coret yang tidak perlu

7%
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN RDP BUN

NO URAIAN
(1) | Diisi logo Kementerian Keuangan RI.
(2) | Diisi PPA BUN pengusul RKA BUN.
(3) | Diisi alamat PPA BUN.
(4) | Diisi nomenklatur BA BUN.
(5) | Diisi nama Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN
di lingkungan Kementerian Keuangan.
(6) | Diisi NIP/NRP Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA

BUN di lingkungan Kementerian Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala B1ro Umum———
P mx

Pit. Kepala Bagxm}/

&
IS

NIP

/
11

b
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA TATA
CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

Penelaahan dokumen RDP BUN merupakan penelaahan atas dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana, baik
yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan yang disusun oleh KPA
BUN.

Penelaahan dokumen RDP BUN dimaksudkan untuk memastikan bahwa:

1. rencana kinerja yang dituangkan dalam RDP BUN konsisten dengan yang
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah,;

2. untuk mencapai rencana kinerja tersebut, dialokasikan dana yang efisien
dalam tataran perencanaan; dan

3. pengalokasian anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan penerapan
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka
pengeluaran jangka menengah.

Dengan demikian, rencana kinerja yang tertuang dalam RDP BUN merupakan

rencana kinerja PPA BUN untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai

kebijakan Pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien.

Penelaahan dokumen RDP BUN dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai
berikut:

1. Penelaahan Tatap Muka

Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara

bersama-sama bersama-sama oleh pihak-pihak yang melaksanakan

penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN).
2.  Penelaahan Online
Penelaahan online merupakan penelaahan secara virtual dengan

menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak-
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pihak terkait melaksanakan penelaahan di tempat tugasnya masing-

masing.

Persiapan Penelaahan RDP BUN
Sebelum melakukan penelaahan RDP BUN, hal-hal yang perlu disiapkan
dan dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan dalam penelaahan RDP BUN.
Dalam penelaahan RDP BUN terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu:
a. Arsip Data Komputer (ADK) yang diserahkan, terlebih dahulu
harus divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
b. dokumen penelaahan meliputi:
1) surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur

Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk;

2) RDP BUN yang telah diteliti;
3) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN per KPA BUN;
4) RKA BUN; dan

5) ADK;

c. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan yang
terfokus pada:

1) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran
BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

2) kesesuaian antara Kegiatan, keluaran (output), dan
anggaran; dan

3) relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (output);

d. Direktorat Jenderal Anggaran tidak melakukan penelaahan
hingga ke level detail atau item biaya. Penelaahan difokuskan
pada kinerja yang akan dicapai, tetapi Direktorat Jenderal
Anggaran diperkenankan melihat data dan informasi hingga level
detail dan item biaya sebagai bahan referensi, jika dianggap
perlu untuk alat analisis; dan

e. apabila diperlukan, PPA BUN dapat menyertakan KPA BUN
dalam forum penelaahan.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RDP BUN beserta tugas
dan perannya.

a. Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai koordinator dalam proses

penelaahan memiliki tugas antara lain:

YL
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1)  menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan
penelaahan kepada PPA BUN;

2) mengunggah ADK untuk divalidasi (by system);

3) dalam proses penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran
meneliti:

a) kelengkapan dokumen penelaahan;

b) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu
Anggaran BUN/Pagu Anggaran BUN yang telah
dimutakhirkan/Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN
Perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

c) kesesuaian antara Kegiatan, keluaran (output), dan
anggaran;

d) relevansi komponen/tahapan dengan  keluaran
(output); dan

e) Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

b. PPA BUN

Dalam rangka penelaahan, PPA BUN memiliki tugas antara lain:

1) mengikuti jadwal penyusunan serta penelaahan yang
disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran;

2) menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam
proses penelaahan; dan

3) memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahan.

3. Dokumen yang harus disiapkan dalam penelaahan RDP BUN.
a. Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai penelaah harus

menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan

ketika meneliti dokumen RDP BUN.

Hal-hal yang harus disiapkan yaitu:

1) Penetapan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran
BUN;

2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi, dan
pengesahan DIPA BUN;

3) RDP BUN yang disampaikan oleh PPA BUN;

4) hasil reviu angka dasar; dan

5) peraturan-peraturan yang terkait dengan pengalokasian

anggaran.

Vi
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b. PPA BUN
PPA BUN dalam rangka penelaahan RDP BUN dengan
Kementerian Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1)  surat tugas penelaahan;

2) RDP BUN;
3) RKA BUN yang telah direviu APIP K/L;
4) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN/ Pagu Anggaran BUN

yang telah dimutakhirkan/Alokasi Anggaran BUN/Pagu
APBN Perubahan per satker/eselon I; dan
5) ADK.
4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan RDP BUN.
a. Kelengkapan dokumen penelaahan
Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan
tanggung jawab PPA BUN.
b. Validasi ADK RDP BUN
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap ADK
yang disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan kesesuaian
dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN). Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah SPAN, ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki,
dan paling lama 2 (dua) hari setelah itu harus disampaikan

kembali ke Direktorat Jenderal Anggaran.

B. Mekanisme Penelaahan RDP BUN
1. Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran
BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN.
a. Pejabat dan petugas penelaah

Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RDP BUN

dengan petugas penelaah dari PPA BUN terkait.

b. Proses penelaahan RDP BUN diawali dengan memeriksa
kelengkapan administratif yang meliputi:

1) legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN;

2) surat pengantar penyampaian RDP BUN yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan
selaku Pemimpin PPA BUN;

3) surat tugas sebagai petugas penelaah PPA BUN;

4) penggunaan format baku untuk RDP BUN dan RKA BUN;

dan
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5) ADK.

c. Direktorat Jenderal Anggaran utamanya meneliti Kkriteria
subtantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja
yang direncanakan, yaitu:

1) memeriksa formulir RDP BUN yang meliputi:

a) memeriksa legalitas RDP BUN atau hasil pembahasan/
kesepakatan dengan DPR (jika ada);

b) meneliti kesesuaian RDP BUN dengan besaran Pagu
Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN,
meliputi:

(1) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per
Program; dan

(2) meneliti  kesesuaian  alokasi pagu dana
berdasarkan sumber pendanaannya,;

c) memeriksa pencantuman Prakiraan Maju untuk
3 (tiga) tahun ke depan (jika ada); dan

d) memeriksa ADK.

2) memeriksa RKA BUN yang meliputi:

a) meneliti alokasi anggaran satker; dan

b) meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis
angka dasar dan/atau inisiatif baru (jika ada).

d. Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak
mengakibatkan perubahan RDP BUN (sama dengan Pagu
Anggaran BUN), PPA BUN tidak perlu untuk menyampaikan
kembali RDP BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RDP BUN
berdasarkan hasil penelaahan Pagu Anggaran BUN sebagai
bahan rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran

BUN.

Penelaahan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RDP

BUN dengan alokasi anggaran masing-masing BA BUN. Proses

penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan
dokumen RDP BUN seperti halnya pada penelaahan pada Pagu
Anggaran BUN disertai dengan persetujuan DPR (jika ada);
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b. dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami
perubahan (sama dengan Pagu Anggaran BUN (dalam hal
besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak merubah Pagu
Anggaran BUN)/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN (dalam hal
besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN merubah Pagu
Anggaran BUN)), PPA BUN tidak perlu menyampaikan kembali
kepada Direktorat Jenderal Anggaran RDP BUN dan dokumen
pendukung. Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan
RDP BUN berdasarkan hasil penelaahan Pagu Anggaran BUN
(dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak
merubah Pagu Anggaran BUN) atau pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN (dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran
BUN merubah Pagu Anggaran BUN) sebagai dasar penetapan
DHP RDP BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran;

c. dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami
perubahan baik penambahan maupun pengurangan, PPA BUN
menyampaikan RDP BUN dan dokumen penelaahan beserta ADK
untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian
RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN;

d. Dberkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran BUN dimaksud
lebih besar dari Pagu Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu
Anggaran BUN, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA BUN
yvang telah direviu APIP K/L dengan kesesuaian tambahan pagu
yang difokuskan pada:

1) penambahan jenis keluaran (output), sehingga jenis dan
volumenya bertambah; dan

2) penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan
keluaran (output);

e. dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN lebih kecil dari Pagu
Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN, penelahaan
dilakukan dengan meneliti RKA BUN dengan kesesuaian
pengurangan pagu.

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN

Perubahan.

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN

Perubahan mengikuti mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan

Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada angka 2.

%
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C. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN
1. Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu

Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. hasil penelaahan RDP BUN dituangkan dalam Catatan Hasil
Penelaahan;

b. Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkompilasi
seluruh RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai:

1) bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN,
dan RUU mengenai APBN; dan
2) dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN;

c. Nota Keuangan dan Rancangan APBN, dan RUU mengenai APBN
dibahas dalam Sidang Kabinet. Hasil Sidang Kabinet tersebut
disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR;

d. hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN
dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan
Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN dan bersifat final;
dan

e. berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh
Menteri Keuangan kepada PPA BUN.

2. Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi

Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

a. hasil penelaahan Dberdasarkan Alokasi Anggaran BUN
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan RDP BUN
tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan DHP RDP BUN;
dan

b. PPA BUN menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan
berpedoman pada Alokasi Anggaran BUN.

3. Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN

Perubahan

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN

Perubahan mengikuti tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN

berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada

angka 2.

D. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RDP BUN
Mengingat rincian anggaran BA BUN tertentu hingga ditetapkannya UU
mengenai APBN/APBN Perubahan belum dapat ditetapkan, maka proses
penetapan Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN Perubahan pada tahun
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anggaran berjalan untuk BA BUN tertentu, dapat dilakukan dengan
mekanisme khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan sesuai dengan karakteriknya masing-masing. Sebagai contoh,
untuk Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) yang
alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya UU
mengenai APBN dan/atau APBN Perubahan dapat dilakukan pada tahun
anggaran berjalan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan usulan dari
menteri/pimpinan lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran
selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian
Anggaran 999.08) untuk ditindaklanjuti;

2. Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan
Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) menindaklanjuti usulan
menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan disposisi Menteri
Keuangan selaku PA BUN;

3. dalam hal wusulan dari menteri/pimpinan lembaga dapat
dipertimbangkan untuk dibebankan pada Bagian Anggaran
Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08), Direktorat
Jenderal Anggaran selaku PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
(Bagian Anggaran 999.08) melakukan penelaahan usulan berkenaan
dengan pihak pengusul;

4. Dberdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Direktorat Jenderal
Anggaran selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan dan
izin pembebanan ke Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA 999.08) kepada Menteri Keuangan selaku PA BUN; dan

5. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Direktorat
Jenderal Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) melalui penerbitan
DIPA atau SP-SABA 999.08 sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penetapan DIPA dan SP-SABA 999.08 tersebut memperhatikan DHP
RDP BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

0%
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LAMPIRAN V-1
Format Catatan Hasil Penelaahan RDP BUN
CATATAN HASIL PENELAAHAN
RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20xx
PPA BUN
PROGRAM
SATUAN KERJA
ALOKASI ANGGARAN

HAL-HAL KHUSUS DAN/ATAU PENDING:

PENILAIAN/PENDAPAT PETUGAS:

CATATAN HALAMAN IV:

Anggaran yang diblokir

Anggaran yang memerlukan perhatian pada saat proses pencairan anggaran

PEJABAT/PETUGAS PENELAAH:

PPA BUN
NAMA JABATAN Tanda Tangan
Levvriin Kepala Seksi/Eselon IV L
2t Kepala Sub Direktorat/Eselon III
T O Direktur ....ouvivenenenn. /Eselon 11

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
NAMA JABATAN Tanda Tangan
Lo, | Kepala Seksi/Eselon IV Lo
Kepala Sub Direktorat/Eselon III
Direktur Anggaran III/Eselon Il | S..viniveiiniiiiinnncnnnn,

0
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' KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V-2

DAFTAR HASIL PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA (DHP RDP BUN)
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR : DHP- xxx.xx.xx-0/ AG/ 20XX

Berdasarkan hasil penelaahan RDP BUN TA 20XX sesuai Alokasi Anggaran BUN TA
20XX, , dengan ini ditetapkan hasil penelaahan alokasi anggaran untuk :

PPA BUN

PROGRAM

PROPINSI

SATUAN KERJA
ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut Program sebagai berikut :

RINCIAN SUMBER DANA PENGELUARAN

RM

PNBP/BLU

PHLN/PDN

RINCIAN SUMBER DANA PENERIMAAN

HIBAH/PEMBIAYAAN

PERPAJAKAN

PNBP

CATATAN HALAMAN IV

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam RDP BUN TA 20XX sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

Jakarta, 20XX
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR ANGGARAN III

AAAAAAAAAAAAAAA
NIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

1n1st I}Eé{nentenan

Tel,
SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada suatu tahun anggaran
dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan
anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut
sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen
yang disusun oleh KPA berdasarkan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-K/L) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan
belanja negara, atau

2.  DHP RDP BUN dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

DIPA BUN memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi,
dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau
pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

DIPA BUN merupakan DIPA per Satker BA BUN yang dicetak secara
otomatis melalui sistem, berisikan mengenai informasi kinerja, rincian
pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan

catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan Kegiatan satker.

7%
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B. TATA CARA PENYUSUNAN DIPA BUN

1.

Pengertian DIPA BUN

DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh

KPA BUN dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pagu dalam

DIPA BUN merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh

dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

DIPA BUN memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber

dari BA BUN yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA BUN

(BA 999) yang terdiri atas:

a. DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah, adalah DIPA yang memuat
rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk
keperluan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi
anggarannya’ bersumber dari Pengelolaan Utang Pemerintah
(BA 999.01);

b. DIPA Pengelolaan Hibah, adalah DIPA yang memuat rencana
kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan
belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari
Pengelolaan Hibah (BA 999.02);

c. DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah, adalah DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk
keperluan pembiayaan Investasi Pemerintah yang alokasi
anggarannya bersumber dari Pengelolaan Investasi Pemerintah
(BA 999.03). DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah antara lain
terdiri DIPA untuk:

1) Penyertaan Modal Negara,;

2) Dana Bergulir;

3) Kewajiban Penjaminan,;

4) Investasi Pemerintah; dan

5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional,

d. DIPA Pengelolaan Pemberian Pinjaman, adalah DIPA yang
memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk
keperluan pembiayaan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri
maupun luar negeri, yang bersumber dari Pengelolaan
Pemberian Pinjaman (BA 999.04). DIPA Pengelolaan Pemberian
Pinjaman antara lain terdiri untuk:

1) Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD; dan

2) Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah,

i
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e. DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, adalah
DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan Dana
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah, dan Dana
Desa yang diserahkan kepada Daerah yang bersumber dari
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).
DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdiri atas:

[.  Transfer ke Daerah
A. Dana Perimbangan
1. Dana Transfer Umum
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum,;
2. Dana Transfer Khusus;
a. Dana Alokasi Khusus Fisik;
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. Dana Otsus;
a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat;
b. Dana Otsus Provinsi Aceh;
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
Otsus.
2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
II. Dana Desa,

f. DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi, adalah DIPA yang memuat
rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi
anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanja Subsidi
(BA 999.07);

g. DIPA Pengelolaan Belanja Lainnya, adalah DIPA yang memuat
rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi
anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA 999.08); dan

h. DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus, adalah DIPA yang memuat
rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi

anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Transaksi Khusus

(BA 999.99).
Y
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2. Dasar Penyusunan DIPA BUN

a. DHP RDP BUN yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
RDP BUN merupakan RKA BA BUN yang memuat rincian
kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran belanja
maupun pembiayaan, dalam rangka pemenuhan kewajiban
pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang pengelolaannya
dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan. RDP BUN
dimaksud telah disepakati pada saat penelaahan dengan
Direktorat Jenderal Anggaran dan alokasinya telah disetujui
dalam APBN/APBN-Perubahan oleh DPR.

b. Klasifikasi Anggaran dan Bagan Akun Standar
Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam
klasifikasi anggaran dan bagan akun standar untuk memastikan
pengelompokan anggaran belanja dan kodefikasinya telah sesuai
dituangkan dalam DIPA BUN.

3. Struktur Dokumen DIPA BUN

DIPA BUN terdiri atas:

a. Lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN);

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang
terdiri atas:
1) halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan
2) halaman I B mengenai Sumber Dana;

c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran dan Rincian
Penerimaan yang terdiri atas:
1) halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; dan
2) halaman II B mengenai Rincian Penerimaan;

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan
Penerimaan; dan

e. halaman IV memuat Catatan.

Lembar SP DIPA BUN serta Halaman I, II, III, dan IV DIPA dilengkapi

dengan tanda tangan pejabat yang dapat dilakukan secara digital

apabila telah memiliki tanda tangan elektronik.

Struktur dokumen DIPA BUN tersebut, tidak termasuk untuk DIPA

BUN Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05)

untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. DIPA BUN

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05)

i
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khusus untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, terdiri
atas:
a. DIPA Induk, terdiri atas:
1. lembar Surat Pengesahan DIPA Induk, yang memuat:

a) dasar hukum penerbitan DIPA Induk;

b) identitas unit dan pagu DIPA Induk;

c) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), meliputi

hal-hal sebagai berikut:

1) DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut
dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing-
masing satuan kerja;

2) Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan
pengesahan DIPA Petikan;

3) DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar
pelaksanaan Kegiatan atau dasar pencairan
dana/pengesahan bagi BUN/KPA BUN;

4) informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran,
dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah
Membayar untuk masing-masing satuan kerja
terdapat dalam DIPA Petikan,;

5) rencana  penarikan dana dan = perkiraan
penerimaan yang tercantum dalam halaman III
DIPA Induk merupakan akumulasi rencana
penarikan dana dan perkiraan penerimaan dari
seluruh satuan kerja;

6) tanggung jawab terhadap kebenaran lokasi yang
tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada
pada PA/KPA; dan

7)  DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2xxx
sampai dengan 31 Desember 2xxx,

d) tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk,

2. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran
Program,;

3. halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker;
dan

4. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan

Perkiraan Penerimaan.
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Halaman I, halaman II, dan halaman III DIPA Induk dilengkapi
dengan tanda tangan pejabat eselon [ yang merupakan
penanggung jawab pelaksanaan Program dan memiliki alokasi
anggaran (portofolio) (Pemimpin PPA BUN) yang dapat dilakukan
secara digital apabila Pemimpin PPA BUN telah memiliki tanda
tangan elektronik.

DIPA Petikan, terdiri atas:

1. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan, yang memuat

antara lain:

a) dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;

b) identitas dan pagu satuan kerja;
c) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); dan
d) kode pengaman berupa digital stamp, meliputi hal

sebagai berikut:

1) DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit
Organisasi, dan Kementerian/Lembaga);

2) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui
sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman
berupa digital stamp sebagai pengganti tanda
tangan pengesahan (otentifikasi);

3) DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan
Kegiatan satuan kerja dan pencairan
dana/pengesahan bagi BUN/KPA BUN;

4) rencana  penarikan dana dan  perkiraan
penerimaan yang tercantum dalam halaman III
DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana
pelaksanaan Kegiatan,;

5) tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang
tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada
pada PA/KPA,;

6) dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA
Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA
Kementerian Keuangan, maka vyang berlaku
adalah data yang terdapat di dalam database
RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan
(berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan

2’4
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7)  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2xxx
sampai dengan 31 Desember 2xxx,
2. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana
yang terdiri atas:
a) halaman JA mengenai Informasi Kinerja; dan
b) halaman IB mengenai Sumber Dana;
3. halaman II memuat Rincian Pengeluaran;
halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan
Perkiraan Penerimaan; dan
5. halaman IV memuat Catatan, memuat informasi mengenai:
a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar
pengalokasian anggaran, antara lain:
1. peraturan perundang-undangan;
2. reviu APIP K/L; atau
3. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
b) alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang
merupakan batas tertinggi;
c) tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau
d) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka
pengesahan.
Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA
Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp.

Penyusunan DIPA BUN oleh KPA BUN

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA BUN antara

lain sebagai berikut:

a. KPA BUN menyusun halaman I, halaman II, halaman III, dan
halaman IV DIPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN yang telah
ditetapkan.

b. Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran substansi DIPA BUN
yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN dan
menandatangani halaman I, halaman II, halaman III, dan
halaman IV DIPA BUN.

c. DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN
disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

d. Dalam hal PPA BUN telah memliki tanda tangan elektronik, PPA
BUN dapat menandatangani DIPA BUN secara elektronik.

T
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e. Pengisian informasi substansi dalam DIPA BUN sesuai dengan
format dan tata cara pengisian DIPA BUN.
f.  DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi

dengan kode pengaman berupa digital stamp.

C. TATA CARA PENGESAHAN DIPA BUN
1.  Penyampaian DIPA BUN

a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada PPA BUN untuk
menyampaikan DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN kepada
Direktur Jenderal Anggaran setelah ditetapkannya DHP RDP
BUN;

b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur
Jenderal Anggaran menyusun jadwal validasi DIPA BUN dan
disampaikan kepada masing-masing PPA BUN;

c. PPA BUN menyampaikan DIPA BUN yang telah ditandatangani
kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran untuk
mendapatkan pengesahan sesuai dengan jadwal validasi yang
telah ditetapkan.

2. Proses Pengesahan DIPA

a. Setelah DIPA BUN diterima dari PPA BUN, Direktorat Jenderal
Anggaran melakukan proses validasi dan pengesahan DIPA BUN
sesuai dengan prosedur sebagaimana proses yang dilakukan
untuk DIPA Induk kementerian negara/lembaga;

b. Setelah dilakukan validasi atas DIPA BUN yang telah
ditandatangani PPA, Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN tersebut melalui
penandatanganan pada Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA
BUN);

c. Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat
dilakukan secara elektronik dalam hal Direktur Jenderal
Anggaran sudah memiliki tanda tangan elektronik.

d. Tanggal Pengesahan DIPA untuk penetapan SP DIPA BUN oleh
Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
sesuai tanggal penetapan SP DIPA BUN yakni sebelum tahun

anggaran dimulai dan/atau pada tahun anggaran berjalan.

b
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3. Penggandaan dan pendistribusian DIPA BUN
a. DIPA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan, selanjutnya digandakan dan
disampaikan kepada:
1) KPA BUN;
2) PPA BUN;
3) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
pembayar;
4)  Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran Bidang
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara,;

5) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6) Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan,;

7) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,;

8) Gubernur;

9) Direktur Jenderal Perbendaharaan;

10) Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan; dan

11) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Penyampaian DIPA BUN untuk butir 1) sampai dengan 4) berupa

hardcopy, sedangkan untuk butir 5) sampai dengan 11) berupa

softcopy.

b. DIPA BUN yang telah dicetak, didistribusikan atau dikirimkan
oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling
lambat 2 (dua) minggu setelah disahkan.

Il
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D. FORMAT DIPA BUN
LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA BENDAHARA UMUM NEGARA (SP-DIPA BUN)

BURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN FELAKEANLSAN AMGGARAN BENMDEHARA LUK NEGARSRS
TAHUN ANGGARAN 20XX (18]
MOLICR . 8F DIP~- aaa.bhb.odddadddi2iid 1k

A, D&
1.t
Z.
2
R Momor ... T
i.
2.
2
unaan langsung PHNEP ssbeaar xwit ()
RO SOOI Fo00000 N
RO g
XK Rp
(>
Rs. 585 {1 K. 252 .$99.888 %
e ¢ 258 5 Bt BT .
ol 2 i1 R SE2.20F. 928.85% [
Rs. se3 1 " ©33.355.885.558 %
- P = cod SeT ool oL o
=g EEE (2 Hp £TB. 59T .82E.8EE {2
= en i - aon e 620 A0E o
[aded R=E A ¥4 =g ToE.T EIELEREE i
. Bem oo = son cne o LA,
Rp - 12 Hp e BELEEE fesc
Rs. iz ap. £52.392.982.858 "2z
1 2
Z.
£ pEs

N e

mentarian Keuangan,

rporan Meuangan kepsds Sekretaris JenderalSekretarn
tor pemyusunan iaporan peranggungiawsban pengeiclazn B4 BUN,
gal 1 Januarn X amas dengan 31 Desembar 250

tamajSekret ftetapkan sehags an kepad

7. DIZA BN berishu sejak tan

Jakarta, 2 2XKK (53
a.0. Mentert Keusngan
Direktur Jenderal Anggaran,

OTTOK €
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DIPA BUN HALAMAN I A. INFORMASI KINERJA

NOVOR : DIPA- @aa.bb.c.dddddc/ ZXKX DIGITAL STAMP
Kenenerian Negara/Lentacp el KOO OOCOOOOOOOOOOKK Kuesa Pengouna Angoaran 2 200000COCCCOCCOODCOOOCO00AK
UnitOrganisasi (XX OGO OOOOCKK Benchahara Pengeiuaran 2 2000000000000
Provirsi 1O HOCOOOOCOCOCOHIOCCCOOOOOCOK PeptatPerancaiancan SPVI 1 3000000COCTCOOOOOOCOOOOOOOK
KodeMiana Sater + 0000 200K
Habnan: | AXx
1. Funesi T XX Rp 999.999.999.999.999,.999
SubFucEi I OXXX Rp 999.999,999,.999.999,.999
SubFungsi L XXX Rp 999,999,999.999.999.999
Funcsi Hb'e Rp 999.999.999.999.999.999
SubFugsi T OKXX Rp 999.999.999.999,.999.999
SubFucsi oKX Rp 999.999.999,999.900.999
2. Progam 1 )00XXK Rp 999.999.999.999,999.999
Sasaran Progam :
Indiator Kirerja Progam 1. XO0O0OOCCOOOK
2. SOCCCCOOOCK
OuputProgam :
Indiator OupUEProgam 1 YOOCOOOCCOOOK
2 XO0000OCTOK
- .
Kedatn 1 200 Rp 999,999,999.999.999.999
SasaranKegatin :
Indliaior Kinerja Kediaan 1.

2. 3000000000000000000000000O0COCOTOCCOO000TOOCTOOCOOOOCCOOCOCCOOCOO000000

=
oupt T 000X X00000000COOCOOOOCOOOCOOOOOOCOOOCAOOCOOOOCO00CHO 999.993,99 000X Rp 999,999,999.999.993.999
ncdikator : OO OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOTOCCCTOOOCOOCLLOO00OOOOOCOO0

2. X000000000000000000OOOOOTOOOOTOOOOOOOOOCOOOCOOOOOOOCCOOCTTOOOOOTOO0

.
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Kementerian Negara /Lembaga
Unit Organisasi

Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKS ANAAN ANGGARAN

BENDAHARA UMUMINEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOIMOR : DIPA- aaa. bio.c.ddadac 2XXX
1 B. SUVBER DANA
2 (0 XOGOOOOOOOOGOCOOCOOCONK
1000 HOOOOOOOOCTOOCOROONK
1 (X9 HOOTOOOOOCIOCRIIKIIININKK
2 (30000 SOOOOBOOOOGOOSOOIOCOCOK

I

Il

TAMP

Halaman : IB.xx

Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 20XX : Rp. 999.999.999.999 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
1. Rupiah Mumi : Rp. 999.999.999.999 (2) RPLN : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
2. PNBP : Rp. 999.999.999.999 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing  : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 999.999.999.999 (2) RHLN : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negen : Rp. 999.999.999.999 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 999.999.999.999
5. Hibah Langsung : Rp. 999.999.999.999 d. Hibah Dalam Negeri IDR 999.999.999.999
6. SBSN PBS : Rp. 999.999.999.999 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 999.999.999.999
f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 999.999.999.999
2. Rincian Pinjaman/Hibah :
(dalam ribuan)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH Pagu
No. NPP/H per Tahun Tahun RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. No.Register Ini CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING
1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
3. Pinjaman Dalam Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
4. Hibah Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4) LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp Rp.L.N Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NPP/H : Naskah Peranjian Pinjaman dan/atau Hibah

Ty
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DIPA BUN HALAMAN II A. RINCIAN PENGELUARAN

DAFTAR ISIAN PELAKS ANAAN ANGGARAN

! !
BENDAHARA UMUM NEGARA 5 ! E
TAHUN ANGGARAN 20XX 1 §
NOIVOR : DIPA- 232, 00.C. ooty 2XKK DIGITAL STAM
Il.A RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XN
Unit Organisasi (XX OOCOOCOOCHOOOOKK
Provinsi 1 (XX XK
Kode/Nama Satker 1 (POORRKK) XK
Kewenangan 1 (%) 2OOOHOOOOOOOCOBOOOCKK
Kode Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Lokasi/Jenis Belanja/Sumber Dana JUMLAH SELURUH @
XOCXXX OSSO 999.999.999.999
XXXXXXX D0 00.9.0.0.0.0.0.09.0.9.0.¢.0.9.00.0.99.0.9.009.9.004 999.999.999.999
XXXX SOCOCOCOOOOOCOOOOOCOKKXK 999.999.999.999
XXXX XXX DO E00.90.0.0.0.00.009.9.900.9.9.90.6.0¢0.9.090.9.¢4 999.999.999.999
XX XIKXHAKXHXAKAXKKKXKXKX 999.999.999.999 @
JUMLAH 999.999.999.999
XXXXXXX, DD-MM-YY
Perrindn Pentertu Peroure Argearan
s}

e
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DIPA BUN HALAMAN II B. RINCIAN PENERIMAAN

DAFTAR ISIAN PELAKS ANAAN ANGGARAN m
BENDAHARA UVIUMINEGARA i
TAHUN ANGGARAN 20XX | Z
NOOR : DIPA- aaa.blo.c.dddoioy2XXX DIGIT. *
1.B RINCIAN PENERIVAAN
(RIBUAN RUPIAH
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) 2OOOCOOCOOOCOOOOOOOOCOBKK
Unit Organisasi T (XX) OGO
Provinsi 1 (X% XOOOCOOOBOOOLOOOOOOKK
Kode/Nama Satker T (O0KRKK) XO0O0OOOACOBOOOORCOKK
Kewenangan (XX HXHXOCOCOOOCORCOOOOOHKK
Kode Uraian Satker/Program/Kegiatan/Akun JUMLAH
1 2 1
HKXXKKX D00 0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.9.9.0.0.9.9.¢0.0.009.96¢04 999.999.999.999
XXX XX XX POO0.00.00000 0000000000000 0000004 999.999.999.999
XXXX D9.9.0.0.9.0.0.0.0.0.9.9.0.9.9.0.9.90.0.0.9.9.0.9.9.¢$6.004 999.999.999.999
HXXXXX D 9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.9.99.9.9.09.9.0¢.6.9.0¢ 999,999.999.999
TOTAL 999,999.999.999
xxxxxxx, DD-MM-YY
Parinin Perieriu Pergoure Aroaran
td
R

T
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DIPA BUN HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DAFTAR ISIAN PELAKS ANAAN ANGGARAN
BENDAHARA UVMUM NEGARA i g i {
TAHUN ANGGARAN 20XX 1 l§ i I
NOVOR : DIPA- 2 b ¢ oo XK AR
. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DIGITAL STAMP
Kementerian Negara/Lembaga T (XXX XOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOAK
Unit Organisasi T (XX) XK
Provinsi (X 200COOCOCCOOOOCOOCOCOOOOOOCOOCK
Kode/Nama Satker + (OOXKK) XXX Halanan: IHxx
{ cBiamnioen ugah)
NO| KODE RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIVEAN o
URAIAN SATKER Janerni Pemar Varet Ao Ve Juni Juii AOLELS Sepenter Okoier Nooanir | Desenber J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.1 0000000 | 300000000000
Rercare Pararian Dare 999.999.999 [ 999.999.999 [999.990.999 | 999.990,999 {"999.990.999 ['999.999.900 ['990.999.900 | 999.999,990 | 999,999,999 [ 999.909.000 " 999.999.999 '999.999.000 [ 999.999.999
XX X000 YIOXXHK 999,999,990 [ 999.990.999 [ 999.999.990 | 999,999,999 | 999.999.999 [ 999,999,995 [ 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.009 [ 999099995 [  999.999.999
KOO0 XK [ 999.999.999 [ 999.999.999 [999.999.999 | 999.999.999 { 999.999.999 [ 999,999,999 [ 999.999.999 " 999,099,999 :999.999.999 999,999,999 [ 999.999.990 [ 999990999 [  999.999.9%
X0 YOODKK [ 999.999.999 | 999.999.999 [1999.999.999 [ 990,990,900 [ 999.999.909 [999.999.999 [ 999.999.999 " 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.990.999 [ 999.999.9%0
X OO0 XHXOXK " 999.999.999 | 999.999.999 [999.999.999 [ 999,999,999 | 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.009 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.993.999
0K | X00C000000000000000K 999,990,999 | 999.999.999 [1999.999.999 [ 999.999.999 | 999.999.999 jgw.gss.geg :9@.999.999 :999.999.999 [ 999.999.999 :gm.gee.geg 7999909999 [ 999999900 [ 999.990.9%9
XX XOTOOK XORRK 999.999.999 | 999.999.999 [1999.999.999 | 999.999.999 | 999,999,999 [ 999,990,999 |999.999.999 [ 999,999,999 999,999,999 [ 999,999,999 999999909 [ 999999999 [ 999.999.999
XX X000 XX " 999,999,900 | 999.999.999 [ 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 ['999.999.999 [ 999,999,999 | 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.990.999 [  999.990.9%
XX OOO0K XHOOKK " 999.999.999 [ 999.999.999 {999.999.999 | 999.999.999 [ 999,909,999 ['999.999.999 [ 999.999.900 [ 999,999,999 | 999,.999.929 :999.999.999 7000999999 [ 999990993 [ 999.999.999
XX 00K XK 999,999,990 [ 999.999.999 {999.999.999 " 999,999,999 | 999.909.909 [ 999,999,999 [ 999,999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.990 [ 999.999.999 |  999.999.999
Paidraen Pengrinaan " 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 | 999.999.999 | 999.990.990 999.999.999 [1999.999.999 999,999,999 ['999.999.999 | 999.909.909 | 990999990 [ 990990999 |  ©999.993.999
- Parpalalen " 999.099.999 [ 999,999,999 [ 999.999.999 | 999.990.909 | 999,999,999 [999.999.999 [ 999.999.909 999,999,999 [ 999.999.999 [ 999.999.990 | 999.999.999 [(999.999.909 [  999.999.999
- Bea Culai 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 | 999.990.90 :999.999.999 [909.999.999 999,999,999 ['999.999.999 | 999.999.999 :999.999.999 fo909009 [ 99999999
- PNBP :999.999.999 3999.999.9@ 999,999,999 | 999.999.999 | 999.999.999 ['999.999.990 [1999.909.999 999,999,999 999.999.999 3999.999.999 999999999 | 999999909 |  999.999.99
- Hieh 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 [ 999,999,999 ['999.999.999 ['999.999.999 | 999.999.999 999,999,999 ["999.999.909 [ 999,990,999 [ 999.999.909 (900990000 [ 999.990.999
- Perernaan Pentiayaan " 999.999.999 999,999,999 ['999.999.999 [ 999.999.099 ['999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.900 [ 999.999.990 [ 999.090999 [  999.999.909
XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXK XXXX
Pervimdn Partanu Paoours Araceran
m ﬁcj
NIP. e
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DIPA BUN HALAMAN IV. CATATAN

DAFTAR IS1AN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUR NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20X (19
NOMOR : DIFA- asa bb.c.dddddd/23000 {1k)
N CATATAN

ol

Kementerian Nagara‘Lembaga 2;
Unit Crganisasi FECEvES T3
Provinsi PELEL RS EELLLRELEEEIEREEEEL N (X
Kodeflama Satker XK M XX KRR (3} Halaman @ IV xx {8}

idalam ribuan rupiah}

KQBE URATAN KODE URATAHN

PEErevess {73 KKK HARERXAK (19
Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan (3} 599 998 [RH X0 RGLROONIGLLOOOXK {208

988 599

KX KRRAXFLREA AL {8

SO0 21 Rp 599 999 399
SOOGRIGHK (213 Rp 959 959 959
i21) Rp 999 999 999

{13} Rp 995.939.88¢
FECELOEEL PP ELEECE R vt e iveres Q)
Disposisi KOOGS OCIEOCAOGIOICREGOCH (15

4
i
)
H

HEAKEAREFAREK
A R

FEETEEEEEEY

18 Rp 998.999 999
(13} Rp 999899998
KRN RECOOOO000GU0K. (18 Rp 999000 988

HRKHERRA, KK KA AKX KARE (223

Pemimpin PRPA BUM

MIP. oo 24

s
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E. FORMAT DIPA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BAGIAN
ANGGARAN 999.05) UNTUK DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA
DESA

i
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LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP-DIPA INDUK) BA 999.05

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2ZXXX
NOMOR : SP DIPA - aaa.bb-c/2XXX

A. DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor:..... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX.
4. Undang-Undang Normor:..... Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Nomor .... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK:

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L
2. UNIT ORGANISASI : (xx)  Nama Unit Eselon I
3. PAGU 1 Rp.999.999.999 (OOXXXXXX) (angka dan huruf)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)
1. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.

v A wWN

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantumdalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

dari seluruh Satker. .
Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA.

o

DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

XOOXKXKXX, DD-MM-YY
a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran,

AAAAAAAAAA

NIP. ﬂ‘é
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DIPA INDUK HALAMAN I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM BA 999.05

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 100 -

TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX

I. INFORMAS! KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

LN

Halaman : xx

A IDENTITAS UNIT :

1.
2.
3.

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP:
1.

2.

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI
PAGU

PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

FUNGSI

SUBFUNGSI

PRIORITAS

Non Prioritas

(xxx)

(xx)

Rp. 999.999.999

(xx)
(xx)
(xx)
(XxxX)
(xx)

()

Kode Unit Kementerian Negara/l.embaga

Kode Unit Organisasi

(XXXXXXXX)
(3XXXXXXXX)
(XXXXXXXX)
(XXXXXXXX)
(XXXXXXXX)

{XXXXXXXX)

(xxxxxxxx) (angka dan huruf)

Kode dan Uraian Program

Kode dan Uraian Sasaran Strategis
Kode dan Uraian Fungsi

Kode dan Uraian Subfungsi

Kode dan Uraian Prioritas

Kode dan Uraian Non Prioritas

(dalam ribuan rupiah)

Rp. 999.999.999

Rp. 999.999.999
Rp. 999.999.999
Rp. 999.999.999

Rp. 999.999.999

XXXXXXX, DD-MM-YY
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran

NIP.

%
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DIPA INDUK HALAMAN I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM BA 999.05

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Il

Halaman : xx

I

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM /OUTCOME /INDIKATOR KINERJA UTAMA /KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN /OUTPUT KEGIATAN

Target/indikator

VOL/SAT

ALOKASI] DANA

xxXX.Xx.xx | Nama Program

Sasaran Program

01. Indikator Kinerja Program 1
02. Indikator Kinerja Program 2
Output Program

01. Indikator Output Program 1

02. Indikator Output Program 2

99 sat
99 sat

99 sat
99 sat

Rp 999.999.999

Rp 999.999.999

xxxx | Uraian Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan

01. Uraian indikator Kinerja Kegiatan 1
02. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan 2
Uraian Output Kegiatan

01. Indikator

02. indikator

XXXXX XXX

99 sat
99 sat

99 sat

Rp 989.999.999

Rp 999.999.999

xxxx | Uraian Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan

01. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan 1
02. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan 2
Uraian Output Kegiatan

01. Indikator

02. Indikator

XXHXK XXX

99 sat
99 sat

99 sat

Rp 998.999.999

Rp 999.999.999

Ketentuan:
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

XXXXXXX, DD-MM-YY
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran

AAAAAAAAAAA

NIP.

)
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DIPA INDUK HALAMAN II. RINCIAN ALOKASI ANGGAN PER SATKER BA 999.05

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELLAKSANAAN ANGGARAN INDUK
BENDAHARA UMUM NEGARA
Il. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX

I

Halaman : xx

|

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) Kode Unit dan Nama Kementerian Negara/Lembaga
2. UNIT ORGANISASI (xx) Kode Unit dan Nama Organisasi
3. PAGU Rp. 999.999.899  (xxxxxxxx) (angka dan huruf)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER:
(Ribuan Rupiah)
KP JENIS BELANJA
KD
NO KODE PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA DK DANA ALOKASI KHUSUS DANA DESA PAGU/TARGET PENDAPATAN TERCATAT
TP
UB 61 65
1 2 4 5 6 7=5+6 8
XxXX.xx.xx | Uraian Program 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XHXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
XXXXXX Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 999.999.999
TOTAL RM 999.999.999 999.999.999 999.999.999
KETENTUAN:

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan Kegiatan Satker.

XXXXXXX, DD-MM-YY
Pemimpin Pembantu Pengguna

Anggaran

NIP

=K
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DIPA INDUK HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN BA 999.05

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK
BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2XXX
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX
lli. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Il

I

Halaman : xx
A IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) Kode Unit dan Nama Kementerian Negara/L.embaga
2. UNIT ORGANISASI (xx) Kode Unit dan Nama Organisasi
3. PAGU Rp. 999.999.999 (xxxxxxxx} (angka dan huruf)
B. RENCANA PER PROGRAM:
(dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN/ PEMBAYARAN
No | KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUART FEBRUARI MARET APRIL MET JUNI JuL AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER
1. XXX Uraian Program 1
Rencana Penarikan Dana 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.899.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999
Perkiraan/ Target Pendapatan | 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999,999,999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999
3. XXX Uraian Program 1
Rencana Penarikan Dana 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999
Perkiraan/ Target Pendapatan | 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.399 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999
4. XXX Uraian Program 1
Rencana Penarikan Dana 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 599.999.999 999.999.599 999.999.999 999.999.999
Perkiraan/ Target Pendapatan | 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.993.999 999.999.999 999.999.999
TOTAL RENCANA PENARIKAN 999.999.699 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999,999.999 999.999.999 999.999.999 959.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999
TOTAL TARGET PENDAPATAN 999.999.999 999.999.889 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.995 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999

XXXXXXX, DD-MM-YY
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran

NIP.

7%
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LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP-DIPA PETIKAN) BA 999.05
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DIPA PETIKAN HALAMAN I A. INFORMASI KINERJA BA 999.05

NONOR : DIPA- aaa.bib.c.dddddd/ 2XKX DIGITAL STAMP
KenererianNegara/Lendmon : (XXX OO0 Kuesa Pergaura Angearan 2 X0000C0COOOOODOCOOOOBOCCXHHX
UritOraarisasi (XX HOOOOOOHIOCOOOOOOOOOOK Bernchhara Peroeiaran 2 X000000000OCOOOCOCOOOBOOK
Provirsi 1 (XX HRXOOOIHKIHIICOOOOCOCK PebatPerarncibrcan SPM 2 X000000COOOROCOCOOCOCOO00K
Koce/Nana Sater 2 (200K KOO
Halanan: | AXx
1. FUesl XX COOCOOOOCOOCOOOCTOOOCTOOCTOOCOOCOCOOOOOIOTOOOOOOOOCOOOOCOCOOOOOCOOOOOCOO00 R 999.999.999.999.999.999
SUbFugsi L XXXX OOCOOOOCOOOKOCIOCOLOOOCOOOOOOOOOOCKXXIOOBOOOOOBOOOOTOO000COOOO0CO0000 Rp 999.999.999.999.999.999
SLbFuesi XXX OOOOOOOOCOOOOCOOCOTOCOCTOOOOOOOOCOOOOOCOOCOOCOCOOOOCOOOOTOOCOTOCOOOOCONCOC R 999.999.999.999.999.999
Fungsi o XX SOCOOOOCOOOOOOOOOOOOOOCTOOO00O0OOTTOOOOOOCOCOOOOOCOCOO00000000CO00C0000000 Rp 999.999.999.999.999.999
SWOFUoEi T XOIXX OOCOCOCOOOOCOOTCOOOCCOOOCOOOOOCOOOOCOOCTLOOOOCOOOOCCCOOOCOOOOOCOOCOOBOOOCOO00C0 R 999.999.999.999.999.999
Sub Fucsi o XXX OO0 COCOOCOOOOCTOOOOTOTOOCOCOOCOOOOOOOOOOCOOO0000COCOO0COO0C00000 R 999.999.999.999.999,.999
2. Progam 2 0OXXXX OOCOOOOOCOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLCOOOOOOOOOOCOCOOCO0000 R 999.999.999.999.999.999
SasaranProgam : OOOOCOOOOOCCOOOOOCCTOOOOTTCOODOOOOOOOCOOOCOOOROCOCOOCCCOOOOCCOODOTTOODOEKHXN
OOCOOOOOOOTOOOOOCOOOOOCOOOOCODOOOTOCOOO0COONCTOOOOCIOOCOOCOOOOOCOOOOCOC00
Indiatr Kirerja Proogam 1. 3000000000000 OTCTCOOOOOCOOOTCOOOOOOOOOOCOOOO0OOOOO000000 XAOOOOOOHKK
2. X000 MOOOOCOOOOOK
OupLEProgam : OOOCOCOOTOOOCOOOOOOOOOOCOOOCOOOOOOOOTOCOOTOOOOOCOOTOOOO0OOOCO0O00000000000000
Indiar OuputProgram 2 1. 3000000000000 OOO0OOCCOO0OOTIOTOCOOOOOOCOOOOOO0OOCOCO00N00C00 MXOOOOOCONKK
2. 2000000000000 TOOOOOOOOOOOOCOCOOOOOCTOOOEOOOCOOOOO0 OO0
- 7.
Kediatin 1 XX OO0 COCO0000 R 999.999.999.999.999.999
SasaranKeg'aBn 2 X000 OOOOOLOTOLOOOOOOTOOCOOOOLOOCOCOCOTOTTTOOOCOC0
Irdiatr Kirnada Kedabn 1. X0OCOOOOOKOCOCOCOOOOCOOTCOCOTOOHXAXKIOCOCCOCOCCOCOCOCOCOTOTOCO00
2. X000000000000000000CO0OOOOO00OCOO000CO0000CTCO00OOTOOOOINOCOOO0O00000
.
oupLL 10000 X0O0CO00000O0000OO0OCOOOOOOOO00CO00C00000000 999,999,99 X000 R '999.999.999,999.999,999
Iindiatr : 1. X000COCCOOOTOTOOOOOOOOOOOCOCOOOCO0OCOOOCOOTIOOOOCTOOOTOOOCOOOOOOO0000

2. 300000000000000000C00C000COCO000CO00000000000000000C00000000000000000000

XOOOOOOKXK, DD-MIVEYY
PerinnPariartu Paoours Arccaran
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DAFTAR ISIAN PELAKS ANAAN ANGGARAN

BENDAHARA UVUM NEGARA L
TAHUN ANGGARAN 20XX |
NOMOR : DIPA- aza. bb.c.dddadd/ 2XXX DIGITAL STAMP
1 B. SUVBER DANA
Kementerian Negara /Lembaga T (X% OCAHIOIIOELOOOOONK Halaman : IB.xx
Unit Organisasi (XX XHOBOOCOOCOOCOOOOOKK
Provinsi (XX SOBOOLCOCOOOOOOOCOCOARK
Kode/Nama Satker + (O00O) SOOI OCOCNRK
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 20XX : Rp. 999.999.999.999 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999399999
1. Rupiah Mumi : Rp. 999.999.999.999 (2) RPLN : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
2. PNBP : Rp. 999.999.999.999 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 999.999.999.999 (2) RHLN : Kode Mata Uang 999.989.999.999 Rp. 999999999999999
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri : Rp. 999.999.999.999 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 999.999.999.999
§. Hibah Langsung : Rp. 999.999.999.999 d. Hibah Daiam Negeri IDR 999.999.999.999
6. SBSN PBS : Rp. 999.989.999.999 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 999.999.999.999
f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 999.999.999.999
2. Rincian Pinjaman/Hibah :
(dalam ribuan)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH Pagu
No. NPP/H per Tahun Tahun RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. No.Register Ini CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING
1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
3. Pinjaman Dalam Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
4. Hibah Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4)1LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp Rp.LN Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

<
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DIPA PETIKAN HALAMAN II A. RINCIAN PENGELUARAN BA 999.05

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN i 1
BENDAHARA UVIUMINEGARA § ]
TAHUN ANGGARAN 20XX ! }
NOIVOR : DIPA- 2aa. . C.addaoid 2XXX "~ DIGITALSTAMP
IIl.A RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX} XXOGOOOCOOCOOOOOCOOAKK
Unit Organisasi (XX HOOOOOOBOCOOOOOCOOCOOKK
Provinsi (X% 2OORROOOOOAXK
Kode/Nama Satker 7 (POXXXK) XROOGOOOOOOLOLOCOOCOKK
Kewenangan (XX HHXOXOOCCOCRHOLOCOKK
Kode Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Lokasi/Jenis Belanja/Sumber Dana JUMLAH SELURUH @
1 2 1 2
HXXXXX D OO 0.00.0.9.0.00.0.9.00.0.0.09.9.¢0.00¢.0.604 999.999.999.999
XXX XX XX PO 00.0.0.¢.0.0.0.0.00.000.000.0.900.000.000004 999.999.999.999
XXXX DO 0000 0.0000009.0000000.00.0.008.0.0.004 999.999.999.999
XXXX XXX PO O000.0.00009.0.0.0.0.000.0,0.0.0009.9.9.94 999.999.899.999
XX HIXXKHXKAKXHKAKAKKXXKX 999.999.8999.999 @
JUMLAH 999.999.999.999
XXXXxXX, DD-MMY'Y
Pevindn Penbaniu Pergura Argdaran
td
NP

1
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DIPA PETIKAN HALAMAN II B. RINCIAN PENERIMAAN BA 999.05

DAFTAR ISIAN PELAKS ANAAN ANGGARAN §
BENDAHARA UVIUVINEGARA J g
TAHUN ANGGARAN 20XX | |
NOMOR : DIPA- 22.10.C.aoicoic/ 24K I
Il.B RINCIAN PENERIMVAAN
(RIBUAN RUPIAH)
Kementerian Negara/Lembaga : (XXX XOOOOCCOOOOAOOOOKX
Unit Organisasi 1 (XX XK
Provinsi (XX XRXHOOIIOOOHKAKK
Kode/Nama Satker T (OOKXK) XOCOCXHOOCCOOOROCOOCKK
Kewenangan 1 (XX) XXX
Kode Uraian Satker/Program/Kegiatan/Akun JUMLAH
1 2 1
XXXXXX P 0.0.0.0.0.0.0.9.9.0.9.9.9.900.0.909.0$9.0.000004 999.999.999.999
HXXXXXXX DG 0.9.0.0.9.0.0.0.9.9.9.09.0.¢0.9.69.0.0,¢0.9.069.04 999.999.999.999
XXX XXX 999.999.999.999
XXXXXX VG O000.09.009.0.9000.0.00.9.900.9.0$.09¢0.04 999.999.999.999
TOTAL 999.999.999.999
XXXXxXx, DD-MMYY
Perrindn Penvteriu Pergoura Argoaian
td
NP, oo

%1
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DIPA PETIKAN HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN BA 999.05

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi

DAFTAR ISIAN PELAKS ANAAN ANGGARAN
BENDAHARA UVUVINEGARA

TAHUN ANGGARAN 20XX

NONMOR : DIPA- 2z ob.c.addda XXX
lIl. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMIAAN

L (XX HXOCOOOOOCOCOOOOOOOCOOCOOOCOK
HHXOOOCOOOOOCOOOCOOOCOOOCOOOCKK

o]

JIE

DIGITA

LI

Provinsi T (X% XXOCOOOOLOLOLOLOLOOOOOOOOOOCOOK
Kode/Nama Satker 2 (X000K)  XOO0OOBOBCOIOOIOCOTOBOOIOCOBONK Hakanan: IL.xx
( chlanmioen rugahn)
NO| KODE RENCANA PENARIKAN PENGELUARANPERKIRAAN PENERIVAAN t
URAIAN SATKER Januari Pelruari Varet Al Ve Juni Juii POBLE Sepenoa Oldcter Nopaor | Desenoer .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 FE] 14 15 16
1.1 0000000 | 2000000000000
Rercare PererianDare 999.999.909 | 999,990,999 "999.990.990 [ 999.999.999 ['999.999.900 ['999.999.900 [ 999.999.999 | 999,999,990 ['999.99.990 |'999.900.099 '999.999009 '999.999.009 |”  999.999.999
OUOOOOK XK 999.999.999 [ 999,999,999 [999.999.999 [ 999.999.990 ['999.999.999 ['999.999.999 ['999.999.099 [" 999.999.990 ['999.999.999 ['999.990.999 [1999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999
XK OO XOHOOXNKK " 999.999.909 [ 999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 ['999.999.909 ['999.999.999 999.999.999 999,999,999 { 999.999.999 | 999.999.990 [ 999990990 [ 990999999 |  999.999.999
X XK XHXOOHX [ 999.999.999 | 999.999.990 [ 999.999.990 [ 999.999.999 [ 999.999.999 ['999.999.999 | 999.999.999 [ 999,999,990 [ 909.999.999 [ 999.999.990 [ 999.999.999 (99999999 [ 999999999
XX 00000 XK [ 999.999.909 | 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999,999,999 | 999.999.999 [999.999.999 [ 999.999.999 | 999.995.999 [ 999.999.990 | 999.999.990 | 999.990.900 [ 920920999 | 999,990,998
YOK | 3000000000000000000K " 999.999.999 [ 999.999.909 ['999.999.999 [ 999.999.999 [ 999,999,999 ['999.999.999 | 999.999.900 [ 999.909.900 [ 999.990.900 | 999.999.990 [ 909990990 [ 999990090 [ 999.999.909
X OOOOK XXX " 999.999.999 | 999.999.999 [999.999.990 [ 999.999.999 [ 999.999.999 ['999.909.909 | 999,999,999 ['999.999.999 ['999,999.999 | 999.999.990 | 999.999.009 [ 990.900.000 | 999,995,999
XX YOO XOTOOXK " 999,900,099 | 999.999.990 ['999.999.900 | 999.999.999 [ 999.999.999 ['999.999,999 { 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.099 [ '999.990.999 [ 999.999.9%9
XX OO XHOOCRK 999,999,999 | 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 | 999.999.999 {'999.999.99 [ 999,999,999 [ 999.999.990 [ 999,999,999 | 993.999.999 | 999.000.909 [ 90920000 [  990.990.9%
KOO0 XOONK " 999.099.999 | 999.999.900 [ 999.999.990 [ 999.999.999 [ 999.999.990 [999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 | 990990999 ||  999.993.999
Paidraen Pergringan " 999.999.909 | 999,999,900 {'999.999.990 | 999,999,999 [ 999.999.999 ['999.999.999 ['999.999.999 | 999.999.999 ["999.999.999 [ 999.999.090 [ 990900990 [ 998000000 [  ©999.999.999
- Papellan 999.999.999 | 999.999.9%9 j999.999.999 " 999,999,999 [ 999.999.999 [999.999.999 [ 999,999,999 | 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.990 [ 990.999.990 [  ©99.993.995
- BeaCual " 099.909.999 [ 999.999.999 {999.929.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 ['999.099,909 ['999,999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.990 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.99
- PNBP 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999.999.99%9 :999.999.999 " 999.999.999 [ 999.999.999 [ 999,999,990 [ 999.999.099 [ 999.990.9%0 [ 999,999,900
- Hieh " 999.909.999 [ 999.999.999 [ 999.999.999 |” 999.999.999 [ 999.999.999 j999.999.999 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.999 | 999.999.909 | 999099990 [ 999999999 [ 999.999.999
- Pergriaan Pentiayaan [ 999.929.999 | 999.999.999 [ 999,999,999 | 999,999,999 [ 999.999.999 ['999.999.999 [ 999,999,999 | 999,999,999 [ 999.999.999 | 999.999.999 { 999.990.909 [ 990.990999 |  999.999.999
XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
Peingin Parrtentu Pengaura Angcaran
i
NIP. 1o emrme et meemmemeeenen
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DIPA PETIKAN HALAMAN IV.

CATATAN BA 999.05

-110 -

Unit Qrganisasi
Pravinsi .
KodeiMama Satker

Kementerian Megara’Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANASN AN

e o, o, O 3
GUETEI N

TAHUN AN

o
i3tz

ARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DIGITAL STAMP
GGARAN 204 [1a)
NCRICR : DIPA- aaa bh.c dddddadi2i {1k

W CATATAN

=

Halaman : I\
{dalam ribuar

KODE

URAITAHN

KORE

URATAN

g tidak dapat dicairkan

{5

CH

RE
Rp

595,999 959
999.999.895

Rp 999.953.999
Disposisi

Rp

Rp

Rp  §95.993.999

KEKKFFA

Ep
Rp
Rp

SOOI, XX XHHARAKHRK XXKE {223
Pemimpin PP& BUN

o
S Gy

o
e

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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